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BABI 

PENDAHULUAN 

l.Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

1 

Indonesia pada akhir pelita lima telah berhasil meningkatkan pembangunan di 

segala bidang , baik bidang ekonomi , industri , pendidikan maupun bidang huk:um . 

Semua itu sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil , 

makrnur dan merata berdasarkan pancasila dan undang - undang dasar 1945. 

Dewasa ini nagara berusaha meningkatkan produksi nasional untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja . Pembangunan 

industri yang makin ditingkatkan sebagai upaya untuk menggalakkan ekspor non 

migas untuk penambahan jumlah devisa negara akan membuka k~sempatan kerja 

bagi semua pencari kerja yang sampai saat ini nasibnya masih tidak menentu ,karena 

dengan semakin banyaknya industri - industri yang didirikan akan membuka 

lapangan kerja baru di Indonesia saat ini , sesuai dengan yang tertuang dalam 

ketentuan pasal 27 ayat ( 2 ) undang - undarig dasar 1945 , bahwa " Tiap - tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", maka 

terciptanya suatu lapangan kerja akan membuka kesempatan kerja seluas - luasnya 

mengingat negara kita memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar . 
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2 

Tenaga kerja yang dimaksud adalah " Tiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa 

atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat "1
. 

Masalah tenaga kerja ataupun perluasan kesempatan kerja adalah masalah 

yang tidak mudah dipecahkan .Hal ini tentunya disebabkan masalah tenaga kerja 

ataupun perluasan kesempatan kerja mempunyai kaitan erat dengan masalah 

pembangunan lainnya ,sehingga masalah tenaga kerja akan mernpakan bagian 

masalah nasional secara keseluruhannya. 

Jumlah tenaga kerja yang cukup besar dengan kesempatan kerja yang sangat 

terbatas seringkali menyebabkan nasib mereka sungguh menyedihkan . Untuk 

memperoleh suatu pekerjaan mereka hams saling sikut dan ketika pekerjaan sudah di 

dapat tidak sedikit masalah yang harus mereka hadapi ,disamping masalah upah yang 

tidak seberapa ,soal lain yang sangat penting bahkan terpenting bagi buruh adalah 

soal pemutusan hubungan kerja . 

Pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta sedapat mungkin dicegah , 

kalau memang tidak perlu dan mendesak , maka ha! itu tidak di perbolehkan 

,mengingat akan sulitnya mencari pekerjaan saat ini.Karena disini posisi buruh pada 

pihak yang lemah bila terjadi selisih paham antara buruh dan majikan akan diakhiri 

dengan pemutusan hubungan kerja karena majikan sering memanfaatkan kelemahan 

kaum buruh . 

1 Iman Soepomo, "H11k11111 Perh11ruhan dan ( lndang Undang dan Pera111ran Peraturan ·· , 
Djambatan , Jakarta , I 982 , h 3 . 
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Untuk rnelindungi buruh dari tindakan semena - mena pihak pengusaha atau 

majikan dalam hal memutuskan hubungan kerja secara sepihak ,maka pemerintah 

mengeluarkan undang - undang No . 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 

Kerja di Perusahaan Swasta . Didalam prakteknya sering terjadi pemutusan 

hubungan ke~ja ( PHK ) oleh perusahaan secara sepihak dengan suatu alasan yang 

tidak dapat diterima oleh buruh ataupun masalah pemberian hak - hak buruh yang 

kurang diperhatikan selama atau setelah proses PHK yang disebabkan karena 

pengunduran diri dari buruh itu sendiri ; akibatnya dengan adanya PHK ini buruh 

yang terkena tidak hanya kehilangan pekerjaan tetap , sumber penghidupan 

keluarganya namun juga menderita beban psikologis ,misalnya btm1h akan merasa 

orang lain menganggap dirinya kurang cakap , tidak bekerja tidak punya dedikasi 

dan sebagainya . 

Periha! pemutusan hubungan kerja adalah suatu masalah yang besar akibatnya 

bagi buruh , karena dengan berakhirnya hubungan kerja , bagi buruh berarti 

keh ilangan ma ta pencaharian , dan merupakan permulaan dari kesengsaraan 2
. 

Menurut teori memang hurnh herhak pula untuk mengakhiri hubungan kerja 

dengan majikan , tetapi dalam praktek majikanlah yang mengakhirinya ,sehingga 

pengakhiran itu selalu merupakan pengakhiran hubungan kerja oleh oleh pihak 

rnajikan 3
, kalaupun pihak buruh sendiri yang rnelakukan pengunduran diri besar 

kemungkinan ia tidak akan mendapatkan hak - haknya atas sejumlah pesangon 

~ Iman Soepomo , " H11k11111 /1erh11111ha11 Hidam: H11h11ngan Kerja" , DJambatan , Jakarata , 1983 , h 15 

' Iman Soepomo, "Pengamar Hu/mm /1erh11r11han ··, Djambatan , Jakarta , I 985 , h 66 . 
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ataupun uang pengganti jasa lainnya , disini kita dapat melihat bahwa pihak majikan 

selalu berada pada posisi yang superior dalam tiap masalah perselisihan dengan 

buruh. 

Masalah pemutusan hubungan kerja ini dapat dipandang dari sudut 

kepentingn baik, pengusaha atau buruh , dilihat dari kepentingan pengusaha maka 

sebagai pengusaha dialah yang bertanggaung jawab atas jalannya perusahaan agar 

dapat berjalan lancar dan meningkatkan produksi dan ia ingin mempertahankan 

kekuasaan dan kebebasan seluas - luasnya dalam mengambil keputusan tentang 

jalannya perusahaan . 

Pengusaha selalu berusaha untuk mengelak terhadap tiap kewajiban yang 

dituntut kepadanya yang akan mempengaruhi jalannya perusahaan . Ia bebas untuk 

menentukan rencana produksi , pennodalan dan permasalahannya sampai - sampai 

pada jumlah buruh yang di pekerjakan serta memilih buruh yang diperlukan . Dalam 

menjaga dan mempertahankan keseimbangan keuangan perusahaannya maka 

pengusaha ,demi perkembangan dan kemajuan perusahaannya dapat mengambil 

keputusan untuk memberhentikan buruh jika ia tidak puas dengan pekerjaannya atau 

pengurangan butuh itu memang suatu keharusan dalam perusahaan tersebut . 

Bagi buruh ia melihat pemutusan hubungan kerja itu karena ia mempunyai 

kepentingan langsung dan vital untuk tetap memiliki pekerjaan yang seringkali 

merupakan satu - satunya sumber pendapatan bagi dia dan keluarganya 4
. Buruh lebih 

~ Wiwoho Soejono , "Perjanjian Perb11r11han dan Huhungan J>erbunthan Pancasila ", Bina Aksara , 
Jakarta , 1987 , h 89 - 90 . 
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menyukai pekerjaan yang telah di tekuninya , mu:igkin karena pertimbangan non 

ekonomis ,seperti usia , letak rumah , kepuasan dari pekerjaan yang telah sekian 

lamanya di tekuni , kecintaan pada perusahaan serta masyarakat setempat dan 

berbagai hal lainnya. 

Karena dipakai alasan inilah buruh pada umumnya sangat berkepentingan 

akan ada jamiI1an tetap akan pekerjaan , jadi prosedur pemberhentian dan 

penghematan dengan sendirinya akan dilihat dengan latar belakang ekonomis pada 

umumnya dari negara yang bersangkutan , hingga peraturan yang rnemadai mengenai 

prosedur pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan kepentingan majikan dan 

buruh serta mampu mewujudkan penyelesaian yang layak dan praktis. 

Pemerintah mempunyai kepentingan langsung dan vital dalam peraturan 

semacam itu , mengingat pemerintah bertanggung jawab langsung atas penerapan 

berbagai ketentuan untuk mencegah berbagai gangguan dalam proses ekonomi dan 

ketertiban umum serta untuk memberi perlindungan yang layak kepada pihak yang 

ekonominya lemah . 

Pendapat umum menghendaki agar pemutusan hubungan kerja oleh ihak 

pengusaha maupun piahk buruh memenuhi syarat - syarat tertentu . 

Syarat - syarat yang dimaksud itu antara lain harus ada tenggang waktu, 

sehingga pihak buruh mempunyai cukup waktu untuk menetapkan langkah - langkah 

selanjutnya , bisa juga syarat - syarat tertentu itu meliputi pemberian pesangon dan 

uang pengganti jasa lainnya yang berguna bagi buruh untuk mendapatkan pekerjaan 

atau mata pencaharian yang baru . 
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Dengan mempertimbangk:an berbagai hal sebagaimana diatas diharapkan 

dampak negatif dari adanya suatu pemutusan hubungan kerja dapat ditekan 

seminimal mungkin . 

Karena itu pula pemberhentian buruh tidak dapat begitu saja dilakukan secara 

sembarangan atau sekehendak majikan saja , apabila tidak ada alasan yang kuat dan 

dapat menunjang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. 

Berkenaan dengan hal diatas , patutlah kita tinjau bagaimana pelaksanaannya 

di Indonesia dengan mengetengahkan kasus yang terjadi pada perusahaan genteng 

dan paving di kabupaten Sidoarjo , kasus tersebut terjadi pada bulan januari 2004 

jumlah buruh yang memutuskan hubungan kerja dengan cara pengunduran diri 1 

orang , dan sejumlah buruh yang terkena PHK ,berdasarkan situasi , keadaan , dan 

masalah inilah yang merupakan faktor pendorong bagi penulis untuk membuat skripsi 

dengan judul " TINJAUAN MEGENAl PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

SERT A PROSEDUR PELAKSANAANY A '· 

Sehubungan dengan uraian diatas , maka terdapat beberapa permasalahan 

yang timbul dengan adanya pemutusan hubungan kerja di PT. Cahaya Pumama 

,antara lain : 

I . Apa saja yang menjadi faktor penyebab serta dasar pertimbangan 

PT . Cahaya Pumama untuk melakukan 

pekerjanya? 

PHK terhadap 

2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam hal 

pemenuhan hak - hak pekerja yang terkena PHK ? 
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2. Penjelasan Judul 

Penjelasan dari skripsi saya yang berjudul " TfNJAUAN MENGENAI 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA " adalah sebagai berikut : 

Pemutusan Hubungan . Kerja ( PHK ) menurut Peraturan menteri Tenaga Kerja No. 

Per 03 I Men /1996 pasal 1 huruf d adalah pengakhiran hubungan kerja antara 

pengusaha dan pekerja berdasarkan ijin panitia penyelesaian perselisihan perburuhan 

daerah atau panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat , jadi dapat dijelaskan 

lebih singkat bahwa maksud atau arti dari judul skripsi ini adalah mengenai 

bagaimana tata cara penyelesaian terhadap perselisihan antara pekerja dan majikan 

khususnya dalam ha! pemutusan hubungan kerja yang timbul di PT . Cahaya 

Purnama di kabupaten Sidoarjo . 

3.Alasan Pemilihan Judul 

Pihak pekerja sebagai pihak yang lemah keadaan sosial ekonominya, dalam 

suatu hubungan kerja sering menjadi korban tindakan sewenang - wenang dari pihak 

pengusaha yang berada pada posisi sosial ekonomi yang lebih kuat ,semisal dari latar 

belakang masalah diatas mengenai PHK dalam prakteknya banyak pekerja tidak 

mengetahui alasan yang tepat mengapa ia di PHK ? selain itu mereka juga kurang 

mengetahui secara pasti perihal upaya yang seharusnya dapat mereka lakukan dalam 

memperoleh haknya sebagai korban PHK,maka wajar kiranya apabila saya dalam 

skripsi ini ingin membahas mengenai permasalahan - permasalahan yang ada dalam 
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skripsi ini ingin membahas mengenai pennasalahan - pennasalahan yang ada dalam 

suatu hubungan kerja khususnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) 

dengan harapan pekerja yang terkena PHK lebih mendapat perhatian dan 

perlindungan dalam hal pencapaian pemenuhan hak - haknya sebagai korban PHK 

dari pihak pengusaha yang bersikap superior. 

4 . Tujuan Penulisan 

Tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan 

guna memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas Airlangga 

Surabaya ,kemudian bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan alasan 

pemilihanjudul yang saya uraikan ,maka tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan yang dibuat pemerintah 

dalam kenyataan yang timbul dalam masyarkat. 

b. Untuk menggugah majikan dan buruh dalam menyelesaikan perkara yang 

menyangkut perburuhan terutama masalah pemutusan hubungan kerja agar 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

c. Untuk memperoleh masukan - masukan yang berasal dari masyarakat yang 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembentukan hukum perburuhan 

nasional yang lebih sempuma. 
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Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan masalah secara yuridis 

normatif , yakni mengkaji peraturan perundang - undangan yang ada selain itu 

saya juga melakukan survei lapangan untuk melihat sejauh mana peraturan 

tersebut di terapkan dalam masyarakat. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan 2 ( dua ) sumber bahan hukum 

yakn~surnber bahan hukum primer dan surnber bahan hukum sekunder dimana 

untuk sumber bahan hukum primer saya peroleh dari studi kepustakaan antara lain 

buku , makalah , tulisan yang ada pada peraturan perundang - undangan ,serta 

media masa yang mengatur tentang pemutusan hubugan kerja ,sedangkan untuk 

sumber bahan hukum sekunder berupa informasi hasil wawancara di lapangan 

pada PT . Cahaya Purnarna di kabupaten Sidoarjo lokasi dimana saya melakukan 

survei atau studi lapangan sebagai bahan penunjang penyusunan skripsi ini . 

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum 

Pertama - tama saya mengumpulkan sumber bahan hukum yang berasal dari studi 

kepustakaan ,setelah seluruh sumber bahan hukum terkumpul kemudian di 

identifikasikan sesuai dengan pokok bahasan dan analisa ,kedua saya melakukan 

survei lapangan ke PT. Cahaya Purnama di kabupaten Sidoarjo dengan 

melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana 

pelaksanaan serta prosedur PHK yang diatur dalam peraturan yang ada ,kemudian 

saya menghubungkan penerapan yang berlaku di lapangan dengan hasil dari studi 

kepustakaan . 
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d. Analisa Bahan Hukum 

Dari seluruh bahan hukum yang berhasil saya himpun dianalisa dengan cara 

memaparkan teori - teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan cross - check terhadap praktek yang ada 

dilapangan .Diharapkan. dengan melakukan langkah - langkah yang sistematis 

tersebut dapat menghasilkan keselarasan antara teori yang ada dengan praktek di 

lapangan. 

6 . Pertanggung Jawaban Sistematika 

Skripsi ini terbagi dalam 4 bab , dimana dalam tiap - tiap bab tersebut di bagi lagi 

menjadi beberapa sub bab agar lebih sistematis dan lebih mudah dipahami . 

Bab I sebagai pendahuluan ,berisikan gambaran lengkap mengenai latar 

belakang pennasalahan yang akan di bairns selain itu dalam bab ini juga dijelaskan 

mengenai penjelasan judul agar mendapatkan keselarasan persepsi antara penulis 

dengan pembaca nantinya , kemudian ada alasan pemilihan judul , tujuan penulisan 

serta metodologi penelitian yang terbagi lagi dalam penjelasan mengenai pendekatan 

masalah , sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan 

sumber bahan hukum sekunder , setelah itu ada pemaparan mengenai prosedur 

pengumpulan dan pengo!ahan sumber bahan hukum ,dan analiasa bahan hukum yang 

terakhir dalam bab I ini memuat suatu pertanggung jawaban sistematika yag berisi 

penjelasan mengenai serangkaian bagian - bagian da!am skripsi ini secara garis besar 

agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dari susunan skripsi ini dengan 

singkat dan jelas. 
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Bab II berisi tentang prosedur pelaksanaan PHK berdasarkan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku selain tata cara juga menyinggung mengenai hal 

- ha! dan faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya PHK di PT. Cahaya 

Purnama secara singkat dalam bab II ini berisi tentang jawaban dari rumusan 

pemasalahan yang pertama dalam skripsi ini . 

Bab III berisi tentan~ upaya pekerja dalam pemenuhan hak - haknya sebagai 

korban PHK dalam bab ini dijelaskan bahwa pekerja berhak untuk mendapatkan 

pesangon , uang jasa atau lainnya dari pihak pengusaha sebagai wujud tanggung 

jawab setelah dilakukannya PHK dalam ha! ini pemerintah juga turut berperan serta 

sebagai pengawas dalam proses pemenuhan hak - hak pekerja ,upaya lain yang dapat 

dilakukan pekerja yakni melakukan penuntutan melalui panitia penyelesaian 

perselisihan perburuhan dan penuntutan melalui pengadilan ,bab ini berusaha 

memberikan jawaban atas permasalahan kedua yang ada dalam rumusan masalah 

skripsi ini. 

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpilan dan saran dari saya 

selaku penyusun dan penulis skripsi ini . 
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BAB II 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN 

PERA TURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU 

2.1.Pelaksanaan dan Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja 

12 

Pemutusan hubungan kerja sebagai salah satu masalah yang besar pengaruhnya 

bagi pekerja dan keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

sekaligus berpengaruh bagi perusahaan yang bersangkutan , sebab pekerja adalah 

manusia yang termasuk bagian dari sumber daya alam yang memiliki hak dan 

kewajiban serta kesempatan yang sama dalam setiap kegiatan pembangunan .Tenaga 

kerja dan modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tetapi 

komponen tenaga kerja menduduki posisi yang lebih menonjol dibandingkan dengan 

komponen yang lain , karena bagaimanapun besarnya modal dan suburnya alam tanpa 

di dukung keefektivan tenaga kerja ,maka usaha untuk mencapai keberhasilan akan 

mengalami hambatan bahkan gangguan. 

Berkenaan dengan tanggung jawab atas jalannya perusahaan , pengusaha 

berusaha mengambil keputusan terhadap setiap persoalan yang dapat mempengaruhi 

jalannya perusahaan , pengusaha menghendaki kebebasan dalam memutuskan 

hubungan kerja dengan pekerjanya jika dianggap pekerja tidak proaktiv atau terlalu 

banyak menuntut meskipun demikian terjadinya pemutusan hubungan kerja sebisa 

mungkin dihindari .Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja di 
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terhadap pekerja di pemsahaannya. , hams didasari alasan - alasan yang 

membenarkan dilakukannya tindakan tersebut dan tidak boleh menyimpang dari 

perundang - undangan yang berlaku yakni UU No. 12 Tahun. 1964 tentang 

pemutusan hubungan kerja di pemsahaan swasta . 

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah di 

tetapkan dalam perjanjian tidak menirnbulkan masalah bagi kedua belah pihak, baik 

pekerja maupun pengusaha karena pihak - pihak yang bersangkutan sama - sama 

menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut. 

Sebaliknya , pemutusan hubungan kerja yang terjadi akibat adanya perselisihan 

akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak terntama bagi pekerja yang 

dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih lemah 

dibandingkan pihak pengusaha, karena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja akan 

memberi pengaruh psikologis , ekonomi , dan finansial , sebab: 

a. Adanya pemutusan hubungan kerja berakibat pekerja telah kehilangan mata 

pencaharian. 

b. Kehilangan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarganya sebelum 

mendapat pekerjaan barn sebagai penggantinya . 

c. Untuk mencari pekerjaan barn sebagai penggantinya , hams banyak 

mengeluarkan biaya 5. 

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi secara perorangan dan secara besar -

besaran , pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara perorangan terjadi apabila 

5 Iman Soepomo ," Pengantar Hukum Perburuhan " , Cet. XI, Djambatan, Jakarta. 
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tidak melebihi I 0 orang , sedangkan secara besar - besaran dilakukan terhadap 10 

orang atau lebih secara berturut - turut dalam waktu l ( satu ) bulan pada sebuah 

perusahaan seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 12 tahun 1964. 

Masalah yang harus diperhatikan adalah jaminan pendapatan bagi pekerja yang 

kehilangan pekerjaan agar tidak merugikan kepentingan pekerja dan ten tu juga tidak 

merugikan pihak pengusaha ,serta mengadakan penyelesaian yang baik yang dijiwai 

oleh nilai - nilai luhur pancasila . 

Pemutusan hubungan kerja secara perorangan ini dapat dilakukan oleh perusahaan 

maupun atas permohonan pekerja sendiri , pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha 

yaitu pemutusan hubungan kerja yang inisiatifnya datang dari pihak pengusaha hal ini 

dapat terjadi karena kesalahan pekerja sendiri ataupun tanpa kesalahan pekerja , 

sedangkan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja sendiri yaitu pemutusan hubungan 

kerja yang inisiatifnya datang dari pihak pekerja sendiri , pekerja juga seperti 

pengusaha yakni mempunyai hak untuk memutuskan hubungan kerja apabila di 

kehendaki ,sesuai dengan prinsip bahwa pekerja tidak boleh dipaksa untuk bekerja 

bila pekerja sendiri tidak menghendakinya . 

Pemutusan hubungan kerja haruslah didasari dengan alasan - alasan yang dapat 

digolongkan dalam 3 ( tiga ) golongan , yaitu : 

a. Alasan - alasan yang berkenaan dengan pribadi pekerja atau yang melekat 

pada diri pekerja , misalnya tidak cakap atau tidak mampu . 

b. Alasan - alasan yang berhubungan dengan kelakuan pekerja , misalnya 

tidak memenuhi kewajiban atau tidak disiplin . 
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c. Alasan - alasan yang berkenaan dengan jalannya pernsahaan . 

Sebenarnya alasan - alasan tersebut diatas bukan mernpakan alasan - alasan 

pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh pengusaha unruk melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap peketja di pernsahaannya tetapi barns diperiksa 

kasus demi kasus dan barns dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tiap 

persoalan yang timbul ,dengan demikian pengusaha tidak dapat memutuskan 

hubungan kerja terhadap pekerja dengan mudah dan sewenang - wenang . 

Pemutusan hubungan kerja yang tidak dipertimbangkan , pada hakikatnya akan 

menimbulkan kerngian bagi pihak pengusaha maupun pihak pemerintah , jadi 

kerugian tidak dirasakan oleh peke1ja saja ,bagi pengusaha yang melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya berarti telah kehilangan tenaga kerja 

yang membantu dalam proses produksi , karena pekerja yang telah ada dapat 

dikatakan sebagai pekerja yang paling tidak telah mempunyai pengalaman dalam 

pelaksanaan kerja di pernsahaannya walaupun semisal barn 2 atau 3 bulan 

pembinaan terhadap mereka tinggal sekedar untuk memantapkan produktivitas 

kerjanya , selain kerugian tersebut diatas pihak pengusaha juga masih mengeluarkan 

biaya - biaya lagi unruk melatih pekerjanya yang barn, disamping itu kemungkinan 

jalannya produksi akan terganggu kual itas maupun kuantitasnya serta menambah 

biaya dalam pemasangan iklan unruk mencari pekerja yang dibutuhkan . 

Sedangkan untuk pemerintah dengan adanya pemutusan hubungan kerja berarti 

menambah jumlah pengangguran yang akan beban pemerintah dalam menaggulangi 
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pengangguran tersebut ,banyaknya pengangguran otomatis akan menigkatkan 

timbulnya perbuatan kriminalitas , sehingga dapat menganggu stabilitas nasional . 

Dengan demikian pemerintah berharap agar pemutusan hubungan kerja 

diperusahaan - perusahaan sebisa mungkin dihindari ,harapan ini tercantum dalam 

pasal 11 UU No. 12 Tahun 1964. 

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diatur dalam UU No. 12 Tahun 1964 

tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta . Undang - undang ini 

diadakan untuk membebaskan pekerja dari rasa ketakutan kehilangan pekerjaan 

secara semena - mena atau berusaha sedapat mungkin meniadakan atau mengurangi 

pemutusan hubungan kerja secara khusus di perushaan swasta .Menurut 

pertimbangannya ,UU ini diadakan unrnk menjamin ketentraman dan kepastian hidup 

serta perlindungan hukum bagi pekerja .Pokok - pokok pikiran yang terkandung 

dalam UU No. 12 Tahun 1964 secara garis besarnya, adalah: 

1. Pokok pangkal yang hams <lipegang teguh dalam menghadapi masalah 

pemutusan hubungan kerja ialah bahwa sedapat mungkin pemutusan 

hubungan kerja harus dicegah dengan segala daya upaya ,bahkan dalam 

beberapa ha! dilarang; 

2. Karena pemecahan yang dihasilkan oleh perundingan antara pihak - pihak 

yang berselisih seringkali lebih dapat diterima oleh yang bersangkutan dari 

pada penyelesaian yang dipaksakan oleh pemerintah ,maka dalam sistem 

UU ini penempuhanjalan perundingan merupakan suatu kewajiban .. 
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3. Bila jalan perundingan tidak berhasil atau tidak tercapai untuk 

mendekatkan kedua belah pihak , barulah pemerintah turun tangan dalam 

pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh pengusaha ,bentuk 

campur tangan ini pengawasan preventif atau tiap tiap pengusaha yang 

hendak melakukan pem~tusan hubungan kerja diperlukan izin dari instansi 

pemerintah . 

4 . Pengawasan preventif mt diserahkan pada Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D ) dan Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P ). 

5. Dalam UU ini diadakan ketentuan - ketentuan yang bersifat formil tentang 

tata cara memohon izin ,meminta banding terhadap penolakan 

permohonan izin ,dan seterusnya. 

6. Bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar - besaran sebagai 

akibat dari tindakan pemerintah , maka pemerintah akan berusaha untuk 

meringankan beban kaun tenaga kerja tersebut dengan usaha menyalurkan 

mereka pada perusahaan atau tempat kerja yang lain . 

7. Demikian juga pemutusan hubungan kerja karena akibat modernisasi , 

otomatisasi , efisiensi yang disetujui pemerintah mendapat perhatian 

pemerintah sepenuhnya dengan jalan mengusahakan secara aktif 

penyaluran tenaga kerja itu ke perusahaan atau proyek - proyek lain 6
. 

6 Sendjun .H. Manulang , " / 'vkvk ?okok H11k11m Ketenagakerjaan di Indonesia ". Cetakan II , 

Rineka Cipta , 1995 , Hal I 07 - I 08 . 
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Pengusaha yang baik , yang benar - benar bertanggung jawab dafam pengelolaan 

pemsahaan , ia akan tunduk terhadap segala ketentuan hukum dan pemndang -­

undangan yang berlaku sesuai dengan reputasi dan tanggung jawabnya yang 

bersangkutan tidak akan melakukan penyelewengan - penyelewengan dari ketentuan 

- ketentuan hukum dan pemndang- undangan dalam hal pemutusan hubungan kerja . 

Suatu pemsahaan dalam melakukan suatu pemutusan hubungan kerja dengan 

pekerjanya hams berdasarkan pada prosedur yang resmi atau prosedur yang telah 

diatur dalam undang - undang No. 12 tahun 1964 ,demikian halnya dengan 

pemsahaan genteng dan paving Cahaya Purnama dalam melakukan pemutusan 

hubungan kerja ,adapun prosedur pemutusan kerja adalah sebagai berikut : 

a. Pertama, pengusaha hams mengupayakan agar jangan sampai terjadi 

pemutusan hubungan kerja. 

b. Apabila telah dilakukan segala upaya namun pada akhirnya pemutusan 

hubungan kerja tidak dapat dihindarkan , maka pengusaha hams 

memndingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan 

orgamsas1 pekerja yang bersangkutan atau yang ada pada perusahaan 

tersebut , atau dengan pihak pekerja sendiri dalam hal tenaga kerja 

tersebut tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi pekerja , 

c. Bila pemndingan tersebut nyata - nyata tidak menghasilkan persesuaian 

paham , pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan 

tenaga kerja setelah memperoleh izin dari Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D ),bagi pemutusan hubungan kerja 
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perseorangan dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat 

(P4P) untuk pemutusan hubungan kerja secara besar - besaran , 

d. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D ) dan Panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perbtm1han Pusat ( P4P ) menyelesaikan 

permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu sesingkat -

singkatnya , menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

e. Dalam hal Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( P4D ) 

dan Panitian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P ) 

memberikan izin , maka dapat ditetapkan pula kewajiban pihak pengusaha 

untuk memberikan pada pekerja yang bersangkutan sejumlah uang 

pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian lainnya . 

f. Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan Daerah ( P4D ) atau pemberian izin dengan syarat , dalam 

waktu 14 hari setelah pemutusan diterima oleh pihak - pihak yang 

bersangkutan baik tenaga kerja maupun pengusaha atau organisasi tenaga 

kerja dan organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat meminta banding 

kepada Panitia Penyelesaian Perselisiahn Perburuhan Pusat ( P4P ); 
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g. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) menyelesaikan 

permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial dalam tingkat banding 7 . 

Pengusaha dalam melakukan kegiatan perusahaan bila mengetahui ada 

penyimpangan yang dilakukan oleh pekerjanya , pengusaha diharapkan atau berusaha 

untuk tidak langsung seketika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja tersebut , pemerintah berharap kepada pengusaha agar mereka selalu berdaya 

upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerjanya 

dengan kata lain diharapkan pemerintah lebih bersikap bijaksana dalam mengambil 

tindakan pemutusan hubungan kerja . 

Pada PT. Cahaya Purnama selalu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya 

pemutusan hubungan kerja apabila telah diketahui bahwa pekerja tersebut telah 

melakukan panyimpangan , cara yang dapat dilakukan oleh PT. Cahaya Pumama 

adalah dengan melakukan pembinaan dengan memberikan peringatan pada pekerja 

tersebut 8 . 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per . 03 I MEN I 1996 pasal 6 

menyebutkan bahwa : 

Pengusaha dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi 

pemutusan hubungan kerja , dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang 

bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan 

7 I hid. h . 1 09 - 1 I 0 
8 Wawancara dengan Manager Personalia PT. Cahaya Purnama, tanggal 15 Maret 2004. 
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langkah - langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan .Daya upaya pengusaha 

untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya dengan 

melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03 I 

MEN I 1996 dalam pasal 7 nya sebagai berikut : 

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan oleh 

pengusaha dengan cara memberikan peringatan kepada pekerja baik lisan 

maupun tertulis sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. 

2. Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat 

berupa surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga , kecuali dalam 

hal pekerja melakukan kesalahan - kesalahan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 dan pasal 18 ayat ( 1 ) . 

3. Masa berlaku masing - masing surat peringatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 2 ) selama 6 bulan , kecuali ditentukan lain dalam hal 

perjanjian kerja atau peraturan pernsahaan atau kesepakatan kerja bersama. 

4. Keabsahan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. 

Daya upaya atau cara untuk rnenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja 

oleh pengusaha terhadap pekerjanya adalah dengan cara memperbaiki kondisi 

perusahaan dengan melakukan langkah - langkah efisiensi untuk penyelamatan 

perusahaan dan penghematan , antara lain : 

a. Mengurangi shift 
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b. Membatasi atau menghapuskan kerja lembur 

c. Mengurangi jam kerja 

d . Peningkatan usaha - usaha yang meliputi peningkatan efisiensi dan 

penghematan lainnya ,antara lain seperti pensiun dan sebagainya 

e . Meliburkan karyawan untuk ~ementara 9 . 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pemerintah sangat 

mengharapkan kepada para pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan 

kerja terhadap pekerjannya , akan tetapi jika daya upaya dari pihak pengusaha tidak 

berhasil , maka menurut pasal 2 UU No. 12 Tahun 1964 , pihak pengusaha harus 

menjelaskan terlebih dahulu tentang maksud pemutusan hubungan kerjanya ,dengan 

maksud menyadarkan pekerja tersebut akan tetapi jika pekerja yang bersangkutan 

adalah anggota organisasi pekerja hendaknya merundingkan dahulu tentang jalan 

terakhir yang ditempuhnya itu dengan organisasi pekerja , dengan demikian setiap 

kehendak melakukan pemutusan hubungan kerja yang langsung disampaikan kepada 

Departemen Tenaga Kerja akan ditolak atau dikembalikan . 

Menurut pasal I 0 ayat ( 3 ) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 

03/MEN/ 1996, perundingan tersebut dilakukan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) kali 

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh )hari dan setiap perundingan dibuat risalah 

yang ditanda tangani kedua belah pihak , risalah tersebut memuat seperti yang diatur 

dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja No. PER . 03/MEN/ 1996 pasal I 0 ayat ( 4 ) 

nya yang menyebutkan : 

9 Sendjun H. Manulang , Op.Cit , h I 17 
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Risalah perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 3 ) memuat antara 

lain: 

l. Nama dan alamat pekerja 
2. Nama dan alamat Serikat Pekerja atau orgamsas1 pekerja lainnya yang 

terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja 
3. Nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili 
4. Tanggal dan tempat perundingan 
5. Pokok masalah atau alasan pemutusan hubungan kerja 
6. Pendirian para pihak 
7. Kesimpulan perundingan 
8. Tanggal dan tanda tangan pihak - pihak yang melakukan perundingan 

Perundingan yang telah mencapai perdamaian harus dituangkan dalam suatu 

kesepakatan bersama atau persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak .Kemudian pengusaha mengajukan izin pemutusan hubungan kerja kepada 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah untuk pemutusan hubungan 

kerja perseorangan atau kepada Panitia Penyelesaian Perselisiahan Perburuhan Pusat 
0 

untuk pemutusan hubungan kerja secara besar - besaran melalui Departemen Tenaga 

Kerja dengan dilampiri risalah dan persetujuan bersama atau kesepakatan bersama 

untuk disahkan. 

Pada PT. Cahaya Purnama, apabila daya upaya untuk menghindari pemutusan 

hubungan kerja di perusahaan tersebut tidak berhasil , maka dengan terpaksa 

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya .Dalam hal ini pengusaha 

merundingkan dan menjelaskan maksud dilakukannya pemutusan hubungan kerja 

dengan pihak pekerja yang bersangkutan , biasanya dalam perundingan ini antara 

pengusaha dengan pekerja tercapai persetujuan atas pemutusan hubungan kerja , 

dimana dengan konsekuensi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita



24 

mendapatkan uang pesangon sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengusaha 

dengan pekerja tersebut , atau sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan 

perusahaan yang bersangkutan 10
. 

Perundingan yang tidak mencapai perda.maian atau persetujuan , maka kedua 

belah pihak atau salah satu pihak mengajukan permintaan kepada Departemen 

Tenaga Kerja untuk diperentarai oleh pegawai perantara dengan dilampiri dengan 

risalah perundingan , pegawai perantara dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak permintaan 

perantara diterima oleh Departemen Tenaga Kerja harus sudah melakukan 

perantaraan .Proses perantaraan harus telah selesai dalam waktu paling lama 30 ( tiga 

puluh ) hari ,apabila pegawai perantara berhasil mendamaikan kedua belah pihak , 

maka dibuatlah persetujuan bersama atas kesepakatan bersama yang ditandatangani 

oleh pengusaha dan pekerja dan diketahui oleh pegawai perantara .Pemerentaraan 

berhasil atau tidak , pegawai perantara harus menyerahkan berkas penyelesaian 

perantaraan serta data - data secara Jengkap kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan Pusat untuk memutuskan hubungan kerja secara besar- besaran. 

Undang - undang No. 12 Tahun 1964 tidak mengenal pegawai perantara sebagai 

tingkat kedua dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja , dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. PER 03 I MEN I 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan 

Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon , Uang Jasa dan Ganti Kerugian <li 

Perusahaan Swasta , pegawai perantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 

pasal 4 dari Undang - Undang No. 12 Tahun 1957 tentang Penyelesaian PerseJisihan 

10 Wawancara dengan Manager Personalia PT. Cahaya Purnama , Tanggal 17 Maret 2004. 
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Perburuhan justru diberi peranan yang cukup dominan dalam upaya menyelesaikan 

pemutusan hubungan kerja sebelum pengcsaha mengajukan permohonan izin 

pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah atau Pusat. 

Prosedur selanjutnya yang sangat penting adalah permohonan izin pemutusan 

hubungan kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah bagi 

pemutusan hubungan kerja perseorangan atau kepada Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Pusat bagi pemutusan hubungan kerj a masal , permohonan 

ini diatur dalam Undang - undang No. 12 tahun 1964 , pasal 3 ayat ( 1 ) yang 

menyatakan bahwa : 

Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata - nyata tidak menghasilkan 
persesuaian paham , pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan 
buruh , setelah memperoleh izin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daeah ( Panitia Pusat ), termasuk pada pasal 5 Undang- Undang No. 22 tahun 1957 
tentang Penyelesaian Perburuhan ( Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42 ) bagi 
pemutusan hubunga:n kerja perseorangan , dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Pusat ( Panitia Pusat) termasuk pada pasal 12 Undang - Undang diatas 
bagi pemutusan hubungan kerj a secara besar - be saran . 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996 pasal 2 ayat 

(2) ada beberap hal pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya 

tidak memerlukan izin dari Panitia Penyelesaiam Perselisihan Perburuhan Daerah 

atau Panitia Pusat dalam hal sebagai berikut : 

a. Pekerja dalam masa percobaan. 
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b. Pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas 

kemauan sendiri tan pa mengaj ukan syarat. 

c. Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerja atau peraturan pemsahaan atau kesepakatan kerja bersama. 

d. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan kesepakatan kerja waktu 

tertentu karena masa berlakunya berakhir atau karena pekerjaan yang telah 

di perjanjikan telah selesai . 

Pemberian izin atau penolakannya akan dipertimbangkan dengan matang dan 

seadil - adilnya dalam persidangan P-4 Daerah bagi pemutusan hubungan kerja 

perseorangan , sedang pemutusan hubungan kerja secara besar - besaran setelah 

melalui persidangan P-4 Pusat di Jakarta ,oleh karena itu pihak pengusaha hams 

menyiapkan keterangan - keterangan yang benar serta dokumen - dokumen yang 

dapat memperkuat permohonan izinnya , juga bukti -- bukti bahwa pengusaha 

sebelumnya telah melakukan berbagai daya upaya pencegahan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja baik melalui perundingan secara langsung dengan pekerjanya 

maupun dengan organisasi pekerja. 

Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan - alasan yang 

menjadi dasar , hams diajukan secara tertulis kepada Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perbumhan Daerah ( P4-D ) yang wilayah kekuasaannya meliputi 

kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan , sedang 

pemutusan hubungan kerja secara masal harus ditujukan kepada Panitia Penyelesaian 
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Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P ) sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat ( l ) 

Undang - Undang No. 12 tahun 1964. 

Bebarapa ha! yang harus dimuat dalam permohonan izin pemutusan hubungan 

kerja oleh pengusaha, yakni : 

a. Nama dan tempat kedudukan perusahaan pemohon . 

b. Nama orang yang bertanggung ja'A'ab di perusahaan . 

c. Nama , jabatan dan alamat pekerja yang dimohonkan pemutusan 

hubungan kerjanya . 

d. Umur dan jumlah keluarga dari pekerja. 

e. Masa kerja dan tanggal mulai kerja . 

f. Tempat pertama kali di terima bekerja. 

g. Rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai catu yang diberikan 

dengan cuma - cuma. 

h. Upah terakhir yang di terima pekerja. 

1. Alasan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara 

terinci . 

J. Bukti telah diadakan perundingan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 

Undang - Undang No. 12 tahun 1964. 

k. Tanggal terhitung mulai berlakunya pemutusan hubun gan kerja di 

mohonkan. 

I. Ternpat dan tanggal perrnohonan izin pernutusan hubungan kerja diajukan . 

m. Hal - hal lain yang dianggap perlu . 
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n. Permohonan izin harus dibuat diatas kertas bermaterai. 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah maupun Pusat 

menyelesaikan pennohonan izin dalam waktu sesingkat - singkatnya menurut tata 

cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan yang diatur dalam 

pasal 6 Undang - Undang No. 12 tahun 1964. Dalam mengambil keputusan , P4-

Daerah maupun P4- Pusat memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja 

k . k . ah II serta epentmgan pe er3a maupun perus aan . 

Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima putusan P4-Daerah, maka 

dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah putusan diterima pihak - pihak yang 

bersangkutan pekerja dan pihak pengusaha maupun organisasi pekerja atau organisasi 

pengusaha yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada P4-Pusat melalui 

P4-Daerah. 

Dalam menyelesaikan banding , maka P4-Pusat menurut tata cara yang 

berlaku untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan dalam tingkat banding , 

putusan P4-Pusat merupakan putusan akhir yang sifatnya mengikat serta tidak ada 

kemungkinan untuk mengajukan banding lagi atau kasasi pada instansi lain. 

Perlu ditegaskan pula bahwa selama permohonan izin pemutusan hubungan 

kerja belum diperoleh atau selama keputusan banding sehubungan dengan adanya 

permintaan ulang pemeriksaan oleh P4-Pusat atas keputusan P4-Daerah belum 

diperoleh , maka baik pengusaha maupun pekerja yang bersangkutan harus tetap 

menjalankan kewajibannya masing - masing , pekerja harus tetap melakukan 

11 FX. Djumialji , "Pemutusan Hubungan Kerja ·· , Cet UI , Rineka Cipta , Jakarta , 1992 . h 12. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita



29 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan pihak pengusaha wajib membayar 

upah pekerja tersebut . 

Apabila pengusaha melakukan tindakan skorsing , maka selama izin dari P4-

Daerah atau P4-Pusat belum diberikan , maka bagi pekerja yang terkena skorsing 

tetap berhak mendapatkan upah serendah - rendahnya 50 % ( lima puluh prosen ) , 

masa skorsing berlaku paling lama 6 ( enam ) bulan dan setelah masa skorsing 

berakhir, pekerja atau tenaga kerja yang bersangkutan tidak lagi mendapat upah. 

2.2. Hal- Hal Penyebab Dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja 

Berkenaan dengan tanggung jawab atas jalannya perusahaan , pengusaha 

berupaya mengambil keputusan terhadap masalah yang dapat mempengaruhi jalannya 

perusahaan . Pengusaha menghendaki kebebasan dalam memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerjanya dalam hal jika pengusaha tidak puas dengan hasil kerja dari 

pekerjanya tersebut , atau keadaan mendesak misal perusahaan membutuhkan 

pengurangan pekerja sebagai salah satu tindakan ekonomis yang diperlukan . 

Pengusaha yang hendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerjanya harus didasari alasan yang membenarkan dilakukannya tindakan tersebut 

dan tidak dibenarkan melakukan peyimpaugan atas peraturan perundang - undangan 

yang berlaku yakni Undang - Undang No. 12 Tahun 1964 mengenai Pemutusan 

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

No.03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan 

Uang Pesangon , Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta . Peraturan 
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perundang - undangan tersebut diatas memberikan perlindungan hukum bagi pekerja 

dari perlakuan yang tidak adil , perlindungan hukum yang diberikan pemerintah 

terhadap pekerja dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja melalui Undang -

Undang No.12 tahun l 964 Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/ 

1996 yaitu dengan cara : 

a. Memberi kepastian kerja bagi pekerja . 

b. Melindungi pekerja dari tindakan pemutusan hubungan kerja yang bersifat 

sewenang - wenang oleh pengusaha . 

Ketentuan - ketentuan tentang pemberhentian pekerja tidak hanya terbatas 

pada tindakan meringankan penderitaan para pekerja yang telah atau akan 

diberhentikan, tetapi juga membatasi atau mengekang pengusaha untuk melakukan 

pemutusan hubungan kerja , pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja 

tanpa alasan - alasan yang membenarkan dilakukannya tindakan tersebut , maka 

pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan perkaranya pada instansi yang 

berwenang seperti yang di kemukakan oleh Imam Soepomo , 

Bahwa seorang buruh yang diperhatikan harus berhak menentang pemberhentiannya 
atas dasar bahwa pemberhentiannya itu tidak beralasan , melalui cara pengaduan dan 
jika perlu melalui pengadilan , badan arbitrase atau badan lainnya yang tak memihak 
atau badan kerja dan kerja sama yang berwenang memeriksa dan mengambil putusan 
terhadap soal yang dijadikan alasan pemberhentian 12

. 

Demikian halnya pada PT. Cahaya Pu.mama sebagai perusahaan yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap hak - hak pekerjanya , dalam melakukan 

12 Imam Soepomo ," Penganrar Hukum l'erb11111han ··, Cet XI , Djambatan , Jakarata , 1995 , h 69 
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pemutusan hubungan kerja selalu bersarkan pada alasan - alasan yang 

membenarkan dilakukannya tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut . 

Kendati pemerintah telah melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan 

kerja , akan tetapi dalam kenyataannya terbukti bahwa pemutusan hubungan kerja 

tidak dapat dicegah seluruhnya . Pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan 

kerja dengan para pekerjanya dikarenakan adanya masalah - masalah yang dihadapi 

oleh pengusaha , baik karena sifat mental dari pekerja maupun menghadapi 

perusahaan yang semakin menurun perkembangan dan produktivitasnya . 

Beberapa ha! yang dapat dijadikan alasan dasar pemutusan hubungan kerja 

oleh pengusaha dapat digolongkan menjadi 3 ( tiga ) golongan , yaitu : 

1. Alasan - alasan yang berhubungan atau yang melekat pada pribadi pekerja . 

2. alasan - alasan yang berhubungan dengan tingkah laku pekerja . 

3. Alasan - alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan. 

Dalam alasan - alasan yang berhubungan atau melekat pada pribadi pekerja , 

yakni menjadi permasalahan dalam pemutusan hubungan kerja yaitu keadaan pekerja 

itu sendiri yang tidak cakap atau tidak mampu secara badaniah maupun 

rohaniah.Dalam ha! ini keadaan pekerja yang mungkin cacat akan berpengaruh dalam 

bekerja sehingga hasil pekerjaannya. Tidak dapat memenuhi kualitas dari apa yang 

diinginkan perusahaan , dalam ha\ ini apabila pengusaha telah melakukan upaya 

dengan memindahkan pekerja tersebut kebagian - bagian lain tetapi tetap tidak ada 

perubahan , maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja tersebut . 
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Selanjutnya alasan yang kedua , yaitu alasan - alasan yang berhubungan dengan 

tingkah laku pekerja , alasan ini berkaitan dengan kesalahan - kesalahan pekerja yang 

sering terjadi atau dilakukan oleh pekerja dapat diklasifikasikan atas kesalahan kecil , 

kesalahan sedang danjuga kesalahan besar. 

Sementara yang dimaksud dengan kesalahan kecil adalah , kesalahan - kesalahan 

akibat adanya ketidak mampuan , dan kurangnya pengetahuan pihak pekerja dalam 

menjalankan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya, kesalahan demikian 

ini timbul bukan karena adanya itikad buruk dan masih dapat dibina agar pekerja 

yang bersangkutan dapat memperbaiki kesalahan - kesalahan itu , contoh kesalahan 

yang dapat digolongkan pada kesalahan kecil yakni , menempatkan alat kerja tidak 

pada tempatnya , mengerjakan pekerjaan diluar ketentuan yang berlaku dan lain -

lain . 

Apabila pekerja demikian , setelah berkali - kali dinasehati dan dibimbing 

ataupun dipindahkerjakan tetap saja tidak memberikan perubahan yang positif , dan 

setelah diberi peringatan pertama , kedua ,dan ketiga tetap tidak ada perubahan , 

maka pengusaha diperbolehkan melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan 

pekerja tersebut. 

Beberapa kesalahan yang termasuk dalam kesalahan sedang antara lain: 

a. Sering melakukan penolakan- penolakan atas perintah kerja yang layak 

b. Sering malalaikan kewajiban -- kewajibannya atau bertindak serampangan 

dalam menangani pekerjaannya dan tidak memperdulikan atas petunjuk -

petunjuk yang baik. 
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c. Sering bekerja sambil berbincang - bincang atau memancing pekerja lainnya 

agar sambil mengerjakan pekerjaannya mau diaajak berbincang - bincang 

olehnya . 

Apabila pekerja tersebut telah diperingatkan sampai tiga kali tetapi tetap tidak 

menunjukkan adanya suatu perubahan , maka terpaksa perusahaan melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tersebut. 

Sedangkan kesalahan besar atau kesalahan berat , yaitu kesalahan atau perbuatan 

pekerja yang negatif, yang sulit untuk dimaafkan sehubungan dengan akibat -

akibatnya demikian merug1kan pernsahaan atau perbuatannya itu dapat 

membahayakan pekerja - pekerja lainnya dalam lingkup perusahaan tersebut. 

Pengusaha mempunyai alasan - alasan yang mendesak untuk memutuskan hubungan 

kerja dengan pekerja yang demikian,menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

PER. 03/MEN/1996 pasal 18 ayat ( 1 ) nya menyebutkan bahwa , 

Izin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan 

berat sebagai berikut: 

a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang atau uang milikpengusaha atau 
milik teman pengusaha . 

b. Memberikan keterangan pah;u atau yang dapat dipalsukan sehingga 
merugikan pengusaha atau kepentingan negara . 

c. Mabuk , minum - minuman keras yang memabukkan , madat , memakai obat 
bius ,atau menyalahgunakan obat - obatan terlarang atau obat - obatan 
perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang -
undangan . 

d. Melakukan perbuatan asusil~ atau melakukan perjudian di tempat kerja. 
e. Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang , mengintimidasi atau 

menipu pengusaha , atau te:nan sekerja dan memperdagangkan barang 
terlarang baik dalam lingkungan maupun di luar perusahaan . 
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f. Menganiaya , mengancam secara fisik atau mental , menghina secara kasar 
pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja . 

g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang -
undangan yang berlaku . 

h. Dengan ceroboh atau sengaja, merugikan atau membiarkan dalam keadaan 
bahaya barang milik pengusaha . 

1. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman 
sekerja dalam bahaya . 

J. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama 
baik perusahaan dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya di rahasiakan 
kecuali untuk kepentingan negara . 

k. Melakukan kesalahan - kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat 
peringatan terakhir yang masih berlaku . 

I. Hal - hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan 
atau kesepakatan kerja bersama . 

Pihak pengusaha lazim pula melakukan penelitian - penelitian terlebih dahulu 

sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang disangka 

melakukan kesalahan - kesalahan berat , selama penelitian ini berlangsung . 

Kepada pekerja yang bersangkutan dilakukan pemberhentian sementara atau 

skorsing , cara demikian adalah lebih baik sebab apabila pekerja tersebut temyata 

hanya terkena fitnah atau kesalahannya hanya merupakan ketidaksengajaan ,sedang 

pekerja untuk selanjutnya menyatakan dimuka pengusaha dan serikat pekerjannya 

bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya , maka kepada pekerja yang 

bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan hubungan kerja. 

Sebagai alasan ketiga adalah alasan - alasan yang berkenaan dengan jalannya 

perusahaan ada yang timbul secara langsung dari aturan yang berhubungan dengan 

jalannya seperti modemisasi , otomarisasi , mekanisasi ,dan rasionalisasi , perubahan 

hasil produksi atau perubahan cara produksi dan dalam keahlian yang diperlukan , 
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diperlukan , penutupan bagian - bagian dan Iain - Iain . seiain itu juga dapat 

diakibatkan oieh faktor dari luar perusahaan , misalnya kesulitan penjualan dan 

mendapatkan kredit , tidak adanya pesanan atau bahan mentah , menurunnya 

permintaan, kebijaksanaan pemerintah, meningkatnya persaingan dan sebagainya. 

Selain alasan - alasan yang telah dijabarkan diatas pengusaha dapat 

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena pekerja mangkir, hal ini 

diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1996 pasal 15 ayat 

( 1 ) yang menyebutkan bahwa : 

Dalam hal pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit - dikitnya 5 ( lima) hari 
kerja berturut - turut tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah dan telah 
dipanggil oleh pengusaha , pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri. 

Seianjutnya daiam haI tertentu pengusaha dilarang meiakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan pekerjanya, yaitu: 

a. Seiama pekerja berhaiangan menjaiankan pekerjaannya karena sakit menurut 

keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 ( dua belas ) bdan 

secara terns menerus. 

b. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi 

kewajiban kepada negara yang ditetapkan pemerintah atau Undang - Undang 

atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang 

disetujui pemerintah. 

c. Karena alasan menikah, hamil, atau melahirkan bagi pekerja wanita . 

d. Hal - hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan atau keanggotaan 

serikat pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau dalam rangka 
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membentuk serikat pekerja atau melaksanakan tugas - tugas atau fur.gsi 

serikat pekerja atas izin tertulis pengusaha atau yang diluar jam kerja atau di 

dalam jam kerja atas izin tertulis pengusaha atau diatur dalam kesepakatan 

kerja bersama. 

e. Pengaduan pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah laku pengusaha 

yang terbukti melanggar peraturan ncgara . 

f Paham , agama , aliran ,suku , golongan , atau jenis kelamin. 

Alasan - alasan yang disebutkan diatas bukanlah alasan - alasan yang pokok 

untuk dapat melakukan pemutusan .Dalam memeriksa kasus per kasus , alasan -

alasan yang dipertimbangkan dalam hubungannya dengan semua kejadian 

disekitamya dan pei:nberhentian pada umumnya hanya dipandang beralasan , juga 

dengan mempertimbangkan kepentingan - · kepentingan yang wajar baik dari pekerja 

dan dari perusahaan. 

2.3. Prosedur Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Cahaya 

Purnama 

Tata cara yang dianut pada pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau 

majikan itu , merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja .Hal 

tersebut disebabkan aturan dan praktek yang dilakukan dalam hal pemberhentian 
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(dismissal ) atau penghematan ( lay - of ) mempengaruhi kepentingan vital dari 

majikan dan tenaga kerja13
. 

Prosedur pemberhentian dan penghematan dengan sendirinya harus melihat 

latar belakang perekonomian pada umumnya dari negara yang bersangkutan 

,peraturan mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan 

kepentingan majikan dan pekerja , yakni mengadakan p~nyelesaian yang layak dan 

praktis ,dalam hal ini pemerintah mempunyai kepentingan secara langsung dalam 

peraturan semacarn itu .Pemerintah bertanggung jawab atas penetapan ketentuan -

ketentuan untuk mencegah gangguan - gangguan dalam proses ekonomi dan 

ketertiban umum serta untuk memberi perlindungan yang layak kepada pihak yang 

ekonominya lemah I-1. 

Sementara itu tata cara atau pelaksanaan prosedur pemutusan hubungan kerja 

pada PT. Cahaya Purnama yang berlokasi di kabupaten Sidoarjo lebih mengacu pada 

ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No . PER .03/MEN/1996 tentang 

Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa 

, dan Ganti kerugian di Perusahaan Swasta dimana hal ini ditegaskan dalam peraturan 

perusahaan PT. Cahaya Purnama pada pasal 26 ayat ( I ) nya. 

Dalam ketentuan tersebut tidak hanya memuat suatu prosedur pelaksanaan 

pemutusan hubungan kerja yang kiranya dianggap cukup layak dan praktis namun 

juga memuat ketentuan yang mengatur besarnya uang pesangon , uang jasa , dan 

13 Y.W.Sunindhia, S.H. ,"Masa/ah !'HK Jan Pemogokan,. Cet I , Bina Aksara , Jakarta, 1988, h 36. 
14 Lanny Ramli, S.H., M.H., "Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia·· , Airlangga University 
Press , Surabaya , h 28. 
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ganti kerugian sebab disamping kewajiban majikan dan hak pekerja sebagai akibat 

pemberhentian tersebut , perundang - undangan dan praktek di banyak negara , 

menghendaki agar majikan membayar pula sejumlah uang pesangon ( tunjangan 

pemberhentian ) kepada pekerja yang diberhentikan , perlu diketahui bahwa pesangon 

ini harus dibedakan dari ganti rugi untuk tenggang waktu pemyataan pengakhiran , 

dan harus dibedakan pula dari ganti rugi untuk pemberhentian yang tidak beralasan , 

dimana penjelasan mengenai rincian tunjangan tersebut akan di bahas pada bah lain 

dari penulisan skripsi ini . 

PT.Cahaya Pumama dalam beberapa hal cenderung memberlakukan 

ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang barn yakni Undang - Undang No.13 

Tahun 2003 ,ini ditengarai dari adanya upaya sosialisasi Undang - Undang tersebut 

di lingkup kerja PT. Cahaya Pumama beberapa waktu ini .Namun di lain masalah 

seperti megenai pelaksanaan prosedur pemutusan hubungan kerja PT. Cahaya 

Purnama masih menggunakan ketentuan hukum yang lama yakni undang - undang 

no.12 tahun 1964 , tidak ada peraturan pemerintah yang melarang ha! tersebut karena 

pada dasamya hal - ha! yang demikian itu terjadi atau lahir dari adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dengan majikan seperti yang tertuang 

dalam perjanjian kerja atau pada kesepakatan kerja bersama 

2.4. Alasan - Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha 

Masalah pemutusan hubungan kerja berkaitan erat dengan adanya suatu 

jaminan atas sejumlah pendapatan bagi buruh yang kehilangan pekerjaan , 

berdasarkan alasan itu pula hendaknya syarat yang harus dipenuhi dan prosedur yang 
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harus ditempuh dalam pemutusan suatu habungan kerja memperhatikan falsafah 

umum hakikat hubungan kerja yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan 

yang berarti dewasa ini . 

Ketentuan pemberhentian tenaga kerja berkembang tidak hanya menjadi 

terbatas pada mengadakan keringanan penderitaan pekerja yang telah atau akan 

diberhentikan , tetapi juga membatasi kebebasan majikan untuk melakukan 

pemberhentian karena alasan - alasan tertentu dan berikutnya pemberhentian harus 

berdasarkan alasan yang membenarkan pemberhentian itu. 

Kesimpulannya bahwa seorang pekerja yang diberhentikan berhak untuk 

menentang pemberhentianya bila terbukti pemberhentiannya tidak beralasan , dapat 

diselesaikan dengan upaya pengaduan dan bila perlu ke Pengadilan , dapat juga 

melalui badan arbitrase atau badan lainnya yang tidak memihak atau badan kerjasama 

yang berwenang memeriksa dan mengambil putusan terhadap faktor yang dijadikan 

alasan pemberhentian , pekerja berhak terus bekerja , kecuali bila ada alasan yang 

membenarkan pemberhentiannya . 

PT. Cahaya Pumama dalam hal ini melalui ketentuan Peraturan Perusahaan 

, cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai beberapa faktor penyebab 

dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya ,pada pasal 23 mengatur 

tentang tingkat kesalahan yang dapat dikenakan sanksi surat peringatan dan sanksi 

pemutusan hubungan kerja, yang isinya: 

1. TINGKA T KESALAHAN DENG AN SANK.SI SP I DAN II 
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Kesalahan I pelanggaran terhadap TAT A TER TIB KERJA , dan kesalahan I 
pelanggaran antara lain : 

a. Membawa I menggunakan barang - barang milik perusahaan diluar 
lingkungan perusahaan tanpa seizin pengusaha. 

b. Membawa orang tua atau keluarganya masuk kelokasi perusahaan 
kecuali dengan izin pimpinan perusahaan. 

c. Mangkir 3 kali sebulan , atau 2 hari berturut - turut dalam waktu l 
bulan, atau sampai 3 hari berturut - turut dalam waktu I bulan. 

d. Memasukkan kartu absensi orang lain atau menyuruh orang lain 
memasukkan kartu absensi pada alat check-clok. 

2. TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKS! SURAT PERINGATAN (SP) 
III/ TERAKHIR , Y AITU : 

a . Menolak I membantah untuk melaksanakan perintah yang layak dan 
teguran dari atasan atas kesalahannya tanpa alasan yang dapat 
diterima. 

b . Mernbah atau memalsukan data yang ada di kartu check-clock milik 
sendiri maupun milik karyawan lain. 

c. Melakukan pekrjaan secara serampangan hingga perusahaan 
mengalami kerugian. 

d. Menolak kerja lembur dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan. 

e. Memakai kendaran perusahaan tanpa izin perusahaan. 
f. Menambah , mengurangi ,merubah , merobek ,atau menempelkan 

sesuatu pada pengumuman atau papan pengumuman yang ada dalam 
lingkungan perusahaan kecuali atas perintah atau seizin personalia 
,bila pengumuman itu dikeluarkan Departemen selain personalia dan 
berlaku khusus untuk karyawan dari bagian yang bersangkutan ,maka 
penambahan dan perubahan harus seizin atau oleh kepala bagian 
tersebut . 

g. Mereka yang secara sengaja menghalangi kelancaran produksi . 
h. Menjalankan usaha - usaha pribadi pada jam kerja di dalam 

perusahaan tanpa seizin pengusaha. 
1. Mengabaikan peringatan untuk memperbaiki mutu pekerjaan , cara 

bekerja, maupun disiplin kerja. 
J . Karyawan yang sering melakukan kesalahan kerja , walaupun sudah 

mendapat teguran - teguran. 
k. Tidur pada waktu kerja tanpa persetujuan dari Kepala Bagian. 
I. Karyawan yang menolak untuk diperiksa badannya I barang 

bawaannya I tas dan lainnya oleh satpam dinas jaga pada waktu masuk 
I pulang kerja atau pada saat dirazia atau ada unsur kecurigaan . 

3. TINGKAT KESALAHAN DENGAN SANKS! PEMUTUSAN 
HUBUNGAN KERJA 
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a. Penipuan , pencurian dan penggelapan barang I uang milik pengusaha 
atau teman sekerja /atau milik teman pengusaha. 

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 
merugikan perusahaan atau kepentingan negara. 

c. Mabuk , minum - minuman keras yang memabukkan , madat , 
memakai obat bius , atau menyalahgunakan obat - obatan perangsang 
lainnya di tempat kerja yang dilarang peraturan perundang -
undangan. 

d. Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang , mengintimidasi 
atau terlibat perkelahian atau menipu pengusaha atau teman sekerja 
atau memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan 
perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. 

e. Menghasut , menganiaya , mengancam secara fisisk atau mental , 
menghina secara kasar Direksi I Kepala Bagian atau teman sekerja. 

f. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta 
peraturan perusahaan yang berlaku. 

g. Dengan ceroboh, atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan 
dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan. 

h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak merugikan , atau membiarkan 
diri atau bergurau dengan teman sekerjanya sehingga membahayakan I 
merugikan I menciderai teman sekerjanya atau orang lain. 

I. Membongkar dan membocorkan rahasia perusahaan atau 
mencemarkan nama baik pcmsahaan dan atau keluarga pengusaha 
yang seharusnya diraha3iakan kecuali untuk kepentingan negara. 

J. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja . 
k. Sengaja membuat api di lingkungan perusahaan yang sifatnya 

mengancam keselamatan baik pekerja lain maupun barang I harta 
milik perusahaan. 

l. Berjudi di dalam komplek perusahaan. 
m. Karyawan yang menyediakan tenaganya secara perorangan atau 

berkelompok I bersama dcngan pekerja lainnya , langsung atau tidak 
langsung untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan. 

n. Mernalsukan dokumen perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. 
o. Menyalahgunakan tanggung jawab dan kedudukannya antara lain 

menerima dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau 
keluarga yang ada kaitannya dengan perusahaan tanpa seizin dari 
Direksi. 

p. Menyelenggarakan atau rnenghadiri pertemuan - pertemuan , rapat -
rapat , mengedarkan I menernpelkan selebaran di lingkungan 
perusahaan yang sifatnya bertentangan atau menghasut kebijaksanaan 
pemerintah. 
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q. Tanpa wewenang yang sah membawa senjata tajam , senjata api , 
bahan peledak , atau ah~.t perkelahian lainnya yang tidak ada 
hubungannya dengan tugas pekerjaan ke dalam komplek perusahaan. 

r. Membujuk karyawan lainnya untuk melaksanakan atau tidak 
melaksanakan sesuatu yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan 
atau efek - efek destruktif 

s. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setel~h mendapat 
peringatan SP III yang masih berlaku. 

Pekerja - pekerja yang melak.-ukan pelanggaran I kesalahan tersebut diatas 
dapat diberikan pemutusan hubungan kerja langsung tanpa peringatan. 

Pada PT. Cahaya Purnama hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan 

putus dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, antara lain : 

a. Berakhirnya hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu sebagaimana di 

maksud dalam perjanjian kerja. 

b. Pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri. 

c. Pekerja meniggal dunia. 

d. Pekerja yang tidak cakap dalam m~laksanakan pekerjaan walaupun telah di 

coba dipekerjakan dimana - mana , dan dianggap sudah tidak sanggup lagi 

bekerja lagi. 

e. PHK yang disebabkan tindakan efisiensi I penutupan perusahaan I pailit I hal 

- hal lain yang menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya . 

f. Karyawan yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak 

pidana. 

g. Karyawan yang sakit setelah 12 ( dua belas ) bulan dan belum dapat 

melaksanakan tu gas pekerj aannya berdasarkan keterangan dokter yang 

merawatnya. 
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h. Karyawan yang mangkir 5 ( lima ) hari berturut - turut. 

i. Karyawan yang tidak mengindahkan peringatan terakhir. 

J. Karyawan yang melakukan kesalahan yang termasuk dalam klasifikasi pasal 

23 ayat ( 3 ) Peraturan Perusahaan,yakni TINGKA T KESALAHAN YANG 

TERKENA SANKS! PHK. 

k. Karyawan yang telah mencapai usia lebih dari 55 tahun , kecuali pemikiran 

dan tenaganya masih diperlukan oleh perusahaan . 

Apabila ada dispensasi dari pihak Direksi secara tertulis , maka pelaksanaan 

pemutusan hubungan kerja dapat dipertimbangkan kembali semisal ditunda atau 

dibatalkan sesuai dengan dispensasi Direksi tersebut. 

Pada prinsipnya faktor penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja di 

PT. Cahaya Purnama sebagian besar cenderung mengacu pada ketentuan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/ 1996 dan sedikit disesuaikan dengan peraturan 

yang mengatur kepentingan perusahaan yang bersifa.t intern . 
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BAB III 

PERWUJUDAN PEMENUHAN BAK - HAK PEKERJA YANG 

T~RKENA PEMlJTUSAN HUBUNGAN KERJA 

3~1. Pemenuhan Hak - hak Pekerja Oleh Pengusaha 

Berakhimya hubungan kerja bagi pekerja berarti pula kehilangan mata 

pencaharian , merupakan permulaan dari segala kesengsaraan ,sebab acapkali 

pekerjaan tersebut adalah satu - satunya sumber pendapatan dan penghidupan bagi 

pekerja itu sendiri juga keluarganya, untuk membantu atau setidaknya mengurangi 

beban pekerja yang di putus hubungan kerjanya mewajibkan pengusaha untuk 

memenuhi hak- h_ak pekerja tersebut. 

Kewajiban pengusaha setela.h adanya putusan yang menghendaki 

dilakukannya pemutusan hubungan kerja ,yakni sesegera mungkin pengusaha 

melaksanakan isi dari putusan tersebnt terlebih dalam pemenuhan hak - hak pekerja 

yang terkena pemutusan hubungan kerja . 

Perundang - undangan dan praktek di banyak negara , menghendaki majikan 

untuk membayar sejumlah uang sebagai uang pesangon , uangjasa dan ganti kerugian 

kepada pekerja yang diberhentikan, di Indonesia hal ini diatur dalam ketentuan pasal 

7 ayat ( 2 ) Undang - Undang No. 12 Tahun 1964 yang menyatakan ; 

" Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin , maka dapat 
ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang 
bersangkutan uang pesangon, uangjasa dan ganti kerugian ". 
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Pesangon tersebut harus diberikan kepada yang berhak dengan seadil - adilnya , 

untuk itu Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan suatu peraturan tentang besamya 

uang pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian tersebut sehubungan dengan 

pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang diizinkan ol'eh Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Daerah maupun Pusat. Peraturan tersebut adalah Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1996 sebagai perwujudan dari pasal 7 ayat ( 3 ) 

danpasal 13 Undang- UndangNo. 12 Tahun 1964. 

Perlu diketahui bahwa pesangon ini harus dibedakan dari ganti rugi untuk 

tenggang waktu pemyataan pengakhiran , dan harus dibedakan pula dari ganti rugi 

untuk pemberhentian yang tidak beralasan, pembayaran uang pesangon , uang jasa 

dan ganti kerugian biasanya bukanlah hukurnan yang dijatuhkan kepada majikan atau 

pengusaha karena tindakan pengusaha yang salah dalam suatu pemutusan hubungan 

kerja , melainkan pembayaran uang oleh pengusaha sebagai tambahan atas upah atau 

gaji yang menjadi hak pekerja sebab ia teiah diberhentikan setelah bekerja dan 

mengabdi pada pengusaha tersebut selama jangka waktu tertentu , penetapan 

besamya uang pesangon tersebut biasanya seimbang dengan lamanya hubungan kerja 

( masa kerja) dari pekerja yang bersangkutan serta kadang - kadang di bayarkan pula 

dalam hal pekerja meninggalkan pekerjaan atas kehendak sendiri . 

Dengan begitu setiap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam 

penerimaan uang pesangon tidaklah sama rata antara satu dengan yang lain , hal ini 

disesuaikan dengan masa kerja ma.sing - masing , PT. Cahaya Pumama 
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mempertimbangkan penetapan ini , yang dijabarkan dalam pasal 28 Peraturan 

Pernsahaan PT.Cahaya Purnama, 

1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai berikut: 

a. Masa kerja 3 bulan atau lebih tetapi kurang dari I tahun, 

b. Masa kerja 1 atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 

c. Masa kerja 2 atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 

d. Masa kerja 3 atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 

e. Masa kerja 4 atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 

f. Masa kerja 5 atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 

g. Masa kerja 6 tahun atau lebih 

I bulan upah 

2 bulan upah 

3 bulan upah 

4 bulan upah 

5 bulan upah 

6 bulan upah 

7 bulan upah 

2. Besarnya uang penghargaan masa kerja I uangjasa ditetapkan sebagai berikut 

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kutrang dari 12 tahun 

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 

f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih 

2 bulan upah 

3 bulan upah 

4 bulan upah 

5 bulan upah 

6 bulan upah 

7 bulan upah 

8 bulan upah 

I 0 bulan upah 

3. Besamya uang ganti pengobatan dan perawatan serta perumahan ditetapkan 

sebesar 15 % dari uang pesangon dan atas uang penghargaan masa kerja I 

Jasa. 
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Penetapan pemberian uang pesangon diatas mengacu pada pasal 21 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/ 1996 walau tidak sepenuhnya sama ,namun 

hal tersebut masih dimungkinkan selama tidak merugikan kepentingan dan hak para 

pekerja yang telah kehilangan pekerjaan , sementara itu penetapan besarnya uang 

pesangon berdasarkan pasal 2 I Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 03/ MEN/ 

I 996 ditetapkan sekurang - kurangnya sebagai berikut : 

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun 

b. Masa kerja I tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 

c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih 

1 bulan upah 

2 bulan upah 

3 bulan upah 

4 bulan upah 

5 bulan upah 

Uang jasa bukanlah uang yang diberikan kerena pekerja lebih berjasa , tetapi 

diberikan kerena pekerja telah bekerja lebih dari lima tahun , pekerja yang telah 

bekerja selama lima tahun kurang atau meskipun telah banyak jasanya tidak diberi 

uangJasa. 

Besamya uang jasa seperti yang telah ditetapkan pada pasal 22 Peraturan menteri 

Tenaga kerja No.PER.03/MEN/ 1996 adalah sebagai berikut : 

a. Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari I 0 tahun 

b. Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 

c. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun 

d. Masa kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun 

e. Masa kerja 25 tahun atau lebih 

2 bulan upah 

3 bulan upah 

4 bulan upah 

5 bulan upah 

6 bulan upah 
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Sementara untuk penggantian fasilitas pengobatan dan perawatan ditetapkan 

sebesar 5 % ( iima prosen ) dari uang pesangon dan uang jasa apabila masa kerjanya 

memenuhi syarat untuk mend~patkan uang jasa , berbeda dengan ketentuan yang ada 

pada pasal 28 Peraturan Perusahaan PT. Cahaya Pumama yang mengatur penggantian 

fasiiitas pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas prosen ) dari 

besamya uang pesangon dan uang jasa yang menjadi hak para pekerja, 

kesimpulannya peraturan perusahaan dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

pemerintah yang ada namun tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lagi 

dengan konsekwensi selama peraturan tersebut tidak menentukan standart dibawah 

peraturan pemerintah yang telah mengatur sebelurnnya , yang akibatnya dapat 

merugikan para pihak yang berselisih di:i.lam hal pemutusan hubungan kerja. 

Selain itu PT. Cahaya Pumama juga menentukan beberapa pemutusan 

hubungan kerja yang tidak mendapatkan pesangon, antara lain : 

• Berakhimya masa kontrak kerja. 

• Hubungan kerja putus pada masa percobaan 3 ( tiga) bulan. 

• Pekerja dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak 

pidana perusahaan. 

• Pekerja melakukan pelanggaran yang di klasifikasikan berat seperti yang 

tertuang dalam pasal 23 ayat ( 3 ) Peraturan Perusahaan PT. Cahaya 

Pumama yakni TINGKA T KESALAHAN DEN GAN SANK.SI PHK, 

tetapi apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan 
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uang penghargaan masa kerja , maka pekerja tersebut akan diberikan 

haknya . 

Dan untuk pekerja yang mengundurkan diri dan masa kerjanya kurang dari 3 

tahun , pengusaha tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi 

lainnya kecuali upah pekerj a yang bel um diterimakan. U ang j asa bukanlah uang yang 

diberikan karena pekerja karena lebih berjasa, tetapi uangjasa diberikan pada pekerja 

yang masa kerjanya telah menginjak 5 tahun atau lebih. 

Mengenai pengertian upah untuk pemberian uang pesangon , uang jasa , dan 

ganti kerugian lainnya , ialah : 

1. Upah pokok . 

2. Segala macam tunjangan yang bersifat tetap di berikan kepada pekerja dan 

keluargannya . 

3. Harga pemberian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma- cuma 

, apabila pekerja dengan subsidi maka sebagai upah dianggap selisih antara 

harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja. 

Dalam pemberian uang pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian juga didasarkan 

pada alasan - alasan pemutusan hubungan kerja tersebut .Pemberian uang pesangon , 

uang jasa, dan ganti kerugian pada pemutusan hubungan kerja karena sikap mental 

pekerja tentunya berbeda dengan pemutusan hubungan kerja berkenaan dengan 

j alannya perusahaan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MbN/ i99b pasa1 IlS ayat t4J 

, pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan berat tidak 
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berhak mendapatkan uang pesangon , tetapi berhak mendapatkan uang jasa , apabila 

masa kerjanya memenuhi syarat untuk mendapatkan uang jasa dan ganti kerugian , 

sedangkan pada ayat ( 5 ) pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan 

pelanggaran diluar kesalahan berat berhak mendapatkan uang pesangon , uang jasa 

dan ganti kerugian . 

Dalam ha! pemutusan hubungan kerja bukan karena kesal&han pekerja atau 

karena tindakan efisiensi perusahaan , maka pekerja tersebut mendapatkan 2 ( dua ) 

kali besarnya uang pesangon , uang jasa , dan ganti kerugian , kecuali atas persetuju­

an kedua belah pihak ditentukan lain . 

Begitu juga halnya dengan PT. Cahaya Purnama , dalam pemenuhan 

kewajibannya pada pekerja yang diberhentikan , pemutusan hubungan kerja selalu 

didasarkan pada alasan - alasan yang mendasari pemutusan hubungan kerja tersebut , 

dimana perhitungan pemberian uang pesangon , uang jasa , ganti kerugian 

dipertimbangkanjuga dari masa kerja masing - masing pekerja . 

3.2. Pemerintah Sebagai Pengawas Dalam Proses Pemenuhan Hak- Hak 

Pekerja Setelah Diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja 

Peran pemerintah se lanjutnya dalam hal ini bertindak sebagai pengawas 

sehubungan dengan putusan panitia daerah atau panitia pusat mengenai Pemenuhan 

haka - hak pekerja yang terkena Pemutusan hubungan kerja pada PT. Cahaya 

Purnama . 
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Arti dari pengawasan di sini adalah megawasi pelaksanaan putusan panitia 

daerah yang bersifat mengikat serta pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang 

membenarkan eksekusi , maka pelaksanaan eksekusi tersebut diawasi oleh pegawai 

pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang - Undang No. 22 tahun 1957 

tentang penyelesaian perselisihan perburuhan atau hubungan industrial , dengan 

demikian peran serta pemerintah sebagai pihak pengawas putusan panitia daerah atau 

panitia pusat dituntut untuk berperan aktif , khususnya pelaksanaan pemenuhan hak -

hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yaitu pemberian uang pesangon, 

uangjasa dan ganti kerugian oleh pihak pengusaha. 

Selain itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyalurkan pekerja pada 

perusahaan atau proyek lain apabila pekerja tersebut terkena pemutusan hubungan 

kerja masal , akibat dari tindakan pemerintah atau akibat modemisasi ,automatisasi , 

efisiensi dan rasionalisasi yang disetujui oleh pemerintah. 

3.3.Penuntutan Melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Dalam hal pemutusan hubungan ke~ja yang mengakibatkan pekerja harus 

kehilangan mata pencahariannya dan mempunyai posisi ekonomi yang berada di 

bawah kemampuan ekonomi pengusaha , maka perlindungan hukum lebih 

dikonsentrasikan pada kepentingan pekerja dalam upaya pemenuhan hak - haknya , 

kebanyakan dalam prakteknya pekerja harus lebih dulu melakukan perbuatan hukum 

tertentu agar hak - haknya terlindungi , maka hal inilah yag disebut sebagai 
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perlindungan hukum secara aktif salah satu cara yakni dapat mengajukan tuntutan 

melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan . 

Tidak semua perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha dapat disebut 

dengan perselisihan perburuhan sebagimana ditentukan dalam Undang - Undang 

Nomor 22 Tahun 1957. 

Adanya perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha adalah karena 

perselisihan hak , sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan kerja adalah hubungan 

yang terjadi setelah para pihak mengadakan perjanjian kerja , jadi dalam hal ini 

hubungan kerja dimulai setelah dicapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban 

para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja , sehingga apabila muncul 

perselisihan tedapat suatu kemungkinan bahwa salah satu pihak melakukan 

wanprestasi atau sala11 satu pihak menganggap bahwa perjanjian kerja tersebut 

dianggap tidak relevan dengan keadaan yang berlangsung saat munculnya 

perselisihan . 

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1957 tidak secara explisit mensyaratkan 

bahwa dari pihak pekerja hanya organisasi pekerja saja yang dapat menjadi salah satu 

pihak dalam mengajukan tuntutan kepada pihak lain melalui Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan , namun apabila kita cermati , maka ketentuan tentang pihak 

pekerja sebagai salah satu pihak dapat dilihat dalam pasal 1 ayat ( I ) huruf c yan g 

dapat disimpulkan adanya kemungkinan para pihak dalam perselisihan perburuhan 

yaitu antara : 

I . serikat buruh dengan majikan ; 
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2. serikat buruh dengan perkumpulan majikan; 

3. Gabungan serikat buruh dengan majikan ; 

4. Gabungan serikat buruh dengan perkumpulan majikan 

Dari empat kemungkinan tersebut diatas , terlihat bahwa pekerja secara 

perorangan atau beberapa pekerja secara kelompok yang tidak menjadi anggota 

serikat pekerja di tempatnya bekerja tidak dapat menjadi pihak yang mengajukan 

tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan . 

Ketentuan lain dalam pasal 9 ayat ( 1 ) menyebutkan bahwa putusan panitia 

daerah memuat: 

a. Nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka; 

b. Ikhtisar dari tuntutan , balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua 

belah pihak ; 

c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu; 

d. Pokok putusan yang j uga memuat pemyataan apakah putusan bersifat 

anjuran atau mengikat. 

Untuk panitia pusat berlaku ketentuan dalam pasal 14 ayat ( 1 ) yang menyebutkan : 

( 1 ) Putusan Panitia Pusat memuat: 

a. Nama serikat buruh dan majikan serta tempat kedudukan mereka : 

b. Ikhtisar dari tuntutan , balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua belah 

pihak ; 

c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu ~ 

d. Pokok putusan. 
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iviencerrnati ketentuan ketiga pasal tcrsebut diatas terlihat jelas bahwa pekerja 

secara perorangan atau secara kelompok yang tidak menjadi anggota organisasi 

pekerja tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan. 

Pada satu s1s1 ketentuan - ketentuan tersebut cukup baik karena memberi 

motivasi pekerja untuk menghimpun dirinya dalam satu organisasi pekerja di masing 

- masing lingkungan kerjanya dengan harapan para pekerja mempunyai posisi tawar 

- menawar ( bargaining position ) yang kuat di hadapan pengusaha, namun di sisi 

lain pekerja yang tidak tergabung dalam organisasi pekerja yang tidak tersedia d1 

lmgkungan kerjanya tidak dapat mengajukan penuntutan melalui Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan meskipun hak - haknya sebagai pekerja telah diabaikan oleh 

pengusaha , sehingga azas keadilan terabaikan . 

Dalam kenyataannya bahwa tidak semua perusahaan terdapal organisasi pekerja 

dengan berbagai alasan , misalnya tidak adanya situasi kondusif akibat pihak 

pengusaha mempersulit para pekerja untuk mendirikan organisasi dengan ancaman 

akan melakukan pemecatan kepada mereka yang berani mendirikan serikat pekerja . 

Karena alasan azas keadilan tidak tercapai,sementara pekerja yang menjadi 

anggota atau bukan anggota dari suatu organisasi pekerja juga masih memerlukan 

perlindungan hukum secara aktif dalam pemenuhan hak - hak normatifnya setclah 

dilakukan pemutusan hubungan kerja ,maka pernyataan yang menyatakan bahwa 

pekerja yang bukan anggota dari organisasi pekerja tidak dapat mengajukan 

penuntutan melah~i Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mulai bergeser 
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dalam hal ini tidak dapat melakukan penuntutan melalui Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan bukan berarti tidak boleh atau tidak adanya kemungkinan 

untuk melakukan penuntutan tersebut sebab azas keadilan perlu ditegakkan dan agar 

pekerja yang telah kehilangan pekerjaan tersebut tidak merasa diabaikan hak -

haknya setidaknya jalan yang ditempuh melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan dapat menghasilkan suatu solusi yang adil bagi kedua belah pihak . 

3.4. Penuntutan Melalui Pengadilan 

Dengan adanya ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1957 pasal 1 ayat 

( 1 ) huruf c yang secara limitatif menyebutkan para pihak yang dapat mengajukan 

tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan , maka pekerja baik 

secara perorangan atau kelompok yang tidak tergabung dalam suatu serikat pekerja 

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. 

Ada beberapa keuntungan penyelesaia.n melalui jalur pengadilan bila 

dibandingakan dengan penyelesaian melalu.i Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan , antara lain : 

1. Pekerja sebagai subyek hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi lebih 

besar dari ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/MEN/1996 atas 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengusaha . 

2. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan segera kecuali 

keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap , hal ini relatiflebih 

sederhana dan cepat dibandingkan dengan putusan Panitia Penyelesaian 
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Perse11s1han Perburuhan Daerah yang untuk dapat dilaksanakan dan bersifat 

mengikat jika dimintakan fiat eksekusi pada Pengadilan Negeri yang daerah 

hukumnya meliputi tempat ke<ludukan pihak kepada siapa putusan itu akan 

dijalankan hal ini diatur dalam pasal 10 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 

22 Tahun 1957, dan untuk putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan Pusat dimintakan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta. 

Adalah pasal 1365 kitab Undang - Undang Hukurn Perdata yang menjadi dasar 

diajukannya gugatan yang menyatakan , tiap perbuatan yang melanggar hukurn , 

yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kesalahan itu , mengganti kerugian tersebut , dalam hal ini pengusaha 

telah rnelakukan perbutan melanggar hukurn yaitu tidak rnenempuh prosedur 

pemutusan hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 

12 "iahun i964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta . 

Berdasarkan uraian tersebut diatas apabila mengajukan gugatan melalui 

pengadilan akan dapat diterima karena telah jelas para pihak yang bersengketa yaitu 

pengusaha dan pekerja serta obyek gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum dan 

kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut , yaitu hilangnya mata pencaharian 

, hilangnya masa depan karena hilangnya pekerjaan dan biaya - biaya yang 

dikeluarkan selama proses penyelesaian sedang berlangsung. 
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4.1. Kesimpulan 

BAB IV 

PENUTUP 

57 

Setelah melalui ulasan serta pembahasan yang dikemukakan , maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya PT. Cahaya 

Purnama selalu mendasarkan pada alasan - alasan yang membenarkan 

pemutusan hubungan kerja tersebut hal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan 

PT. Cahaya Pumama yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang -

undangan yakni Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

No. PER 03/MEN/1996.Tanggung jawab pengusaha bagi pekerja yang 

terkena pemutusan hubungan kerja adalah memberikan hak - hak pekerja 

tersebut setelah kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya . Salah satu 

bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan menindaklanjuti pelaksanaan 

pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

Pada kenyataannya PT. Cahaya Pumama memberikan hak - hak pekerjanya 

yang meliputi uang pesangon , uang jasa dan ganti kerugian dengan 

perhitungannya di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
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No.P.bK.0.5/MEN/1996 mengenai besamya uang pesangon , uang jasa dan 

gantl kerugian . 

b. Secara yuridis pekerja mendapat perlindungan berupa prosedur - prosedur 

yang harus di tempuh oleh pengusaha dan apabila prosedur tersebut tidak 

dilakukan .oleh pengusaha, clan para pekerja beranggapan perlindungan 

tersebut belum maksimal , maka pekerja dapat mengajukan gugatan kepada 

pengusaha , melalui pengadilan atas perbuatan melanggar hukum 

sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata, pasal ini mewajibkan orang untuk membayar sejumlah uang untuk 

ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut 

menimbulkan kerugian bagi orang lain . 

4.2. Saran 

a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan hanya memberib.n perlindungan hukum kepada pekerja yang 

tergabung dalam suatu organisasi pekerja atau serikat pekerja , dan menurut 

pikir hemat saya perlu penyempumaan atau diganti dengan peraturan 

perundang - undangan yang baru yang dapat memberikan perlindungan 

hukum pada pekerja secara perorangan yang karena suatu alasan tidak 

menjadi anggota serikat pekerja untuk dapat menjadi salah satu pihak yang 

dapat mengajukan tuntutan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan . 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita



59 

reiaksanaan putusan .t>anitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hendaknya 

aapat segera dapat dtlaksanakan tanpa d1mmtakan melalui pengad11an. 

b. Perlu adanya suatu peraturan perundang - undangan khusus yang mengatur 

tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dapat 

mengakomodasi kepentingan para pihak khususnya pekerja daiam proses 

pemenuhan hak - haknya yang hendaknya disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. 
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PDIDAHULUAN 
Pasal.1 

Peratur.an Pen19ahaail '. n.i pjbu.at Wrtulc menj.idi pegsn,gan bagi perusahaan IDWpUD pdcerja 
yang ~ierisiltz., teaUng halc-h.alr; dan .kewajibsn ID!ISing-masing pi.hale .dengan tujuan 
l™melfbara ltubunll,all ran& ~aix dan banuonis antara perusahaan dan karyawao., dalam 
us-dill ~>~ weninglcatbn kesejal.itl"t6all bryaw1111 dan kelangsu:igan perusahaan 

\ 
I 

\ 
PENCIERTIAN . 

Pasal 2 

Pa!IL. ~·erahran perusahaan ini yang rumak:sutl deagan : 
. a. Pcrusahaan, lloda.lab CV. Cahaya ?ti.:nama yang beri< e01dulc:an d jl Slo:cicn ~ t.6 - Os. 

K~n Sidoarjo. obag:ai Badan Usah.i ~ngan akte> pen<frian perusahaan No. 
083/662/NID/AKT/1995. 

.b. Direlcsi, ads.Jab Direlcsi CV. Ca.Daya Pun:ama 
c. ~~ adalah 9Cluruh tenaga. kerjayang bekc:ja di ·peiusahaan tusebul 

d.. ~-~~i. a.da.lah IstrilSuami yang s;ah sesuai pcrahlran perundang-und.angan yang 
bet"lliku dan' telah tet"dafbir dipen.isahaan f 

e. Anal<, adalah anal: lcwyawan yang ssh menurut hukum clan te!ah ton-dafhr dipmisahaan. 
t.ermasulc Rnak angkat clan analc tiri, dengan ketentuan anak aniJ<at clan anak tiri 
mssing-masing bii.nya seorang'dan sepenuhnya m~njadi tmiggunga.n Jraryawan· 

f. Keluarge, ad.al ah i stri/suami clan ataU an ale lcaryawun ses uai butir cl dan e di at.as. 
g. Gaji, adalah penghasilan lairyawan yang dibayar oleh perusaha.an yang terdiri dari gaj i 

pokok dan tunj~tunjangan . · · 
h. Jah::tm, adalah kedudubn yang menunjukkan tugas', wcwcuang. tanggung jawab dan 

hale seorang karyawan dalam susunan organisasi, baik . · . lctual maupnn 

sudut fungsional. . ,.('~4- p..1-1 _ -4 c?l:o~- . . • 
. //tij - ~ . "' ~ .. 

C:\P£1l.'>DNAl!A\Pe rot....- Penu~\P9 ~,.; dO< 

1 

~ ..... z 

~
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2. 

KERJA LEMBUR 
Pasal.9 

-

Apabila pcrus11h111U1 memedukan, maka karyaw11D bei"l>edia. untuk melalrukan kerja 
lembur. • 

PerlUtung:.m ty.Ji l• -:nbur diatur sesuai deng:ut keteotuan Perundang-und=san yang 
berlaku yaitu l(.,putn.an .menteri tenaga kerj&No: ?2/MEN/1984, sebllglli beriJ..-ut : · 

{a) Apabila kerja lembl..- dilRicubtn pll(la hiui hrjR biasa: 
• Uatuk 1 (satu)jam lembtr pertama dibayar 1.5 x upah lemt>ur rejam. 
• Uutuk kerja le-mbur sdebiliuyn dibey3t 2 x upah lembU< sejam. 

(b) Apabila kerja lembur d.il::kuhn pad.a hari istirahat ming,guan I bari libur mmi : 
• Untuk tiap j11t11 lembnr 63mpai bstas 7 (tujuh) jam sl.au 5 (lima) jam pertama 

apabila b.ari liboc jnlllh p:>da bari lrerja terpend"k salnh salu bari kerja se .• •\ngsu, 
~ dilnrysr upah sedilcit-<l:lcitnyu 2 x upah leru!Jur !ejam. 

• Untulcjam perlliIDa !!elebihnya 7 (tujuh) jam alau 5 (lixna) jam epabila hari libl.l< 
~=W jatuh pada hari lc.-rja terpo.'!Odek salab satu hari kerj11 semioggu, dibayar 

· J x op!lh lembtr sejam: 
• Untulcjain lembur Ice~ d:o.n selebihnyu 7 (tujuh)jam atau 5 (lima) jam apabila 

liar libur jatuh ?.da bai knja t.erpmdek nlab Atu hari kaja uminggu, clan 
liefetUSnya. di"bsyw ~ 4 x tipah lembw sej 8IT\. 

• U.atnk P"-erja:m yang dilako.bn ~ngan Siltim BOrooga.n, .mm penghitungaa 
lemblX"llj& .dalah 1 x Hasil Boroagim ditambah 1 x Upah le~bur. 

(c)' Perh.itungim np1llJ lemb1r sejam yaitu: 
· 11173 x Gaji _l!okok ::>et>nl8f1 

SISTIM PENQUP ARAN 
Piwal. 10 

• 

i. S~ pe~ antuk· bryaw:ia diatur benhurbo rtaJxbrt UP AH MINIMUM 
yang berl.icu di Sidoarjo. 
Si!item upah di penisahun dianr sebagai berilrut : 

· • Maaa_kerjahrang dari l tahun Rp.453.000,-
• Matt lterja l tahun tetapi kuntng dari 3 tahun Rp.458.000;-
• Masa kerja 3 tah.in tetspi kurang dari 6 tahun Rp.463.000,-
• Masa kerja 6 tahun tetspi kuraog dari 9 tahun Rp:468.000, -

2. Penetap&D gaji I upah pada dasaroya diteblpbui berdasarbo jabatan. keahlian, 
kecalc.apan, prestasi kerjanya dan · kondite yang bersengkutan. 

C:\PERSON.All.A\Peretl>Nft PenN.....,_\PP ,_,..I.doc 

- ~ 

~
,.-::~~ ..... \. 

I~ ~~ 
(~ •• ~•'- z '· 
I U.I 

. I o­
~. 

r . . 

i: 

lSTIRAHATMINOOUANDAN HARI LIBUR RES~fi 
Plll'lll. 11 . 

1. Set.elah bekerja selama 6 (enao.. ·. hari t.erus meoerus kcpada karyawao diberilcan 
istirahat mingguan selama I (satu) . 1ati. · · 

2. Pada bari libur resmi yang ditetBpkan oleb pemcrintab. bryawan diberikan bak wrtuk 
istirahat dengan mendapatlaui upah pei1uh. . kec;uali bagi karyawan yang tenagany-a 
dibutuhk:an oleh p~ untuk tot$ bokerja pada hari libur terwbut atau bagi 

· karyRWBO yang kar-..na sifat pekerja.~nyu harus tcl.ap dijalankan pada hari libur 
terse but. I · 

J . Yang dimahud H.ari Libur ~smi Peme.+ o.tuh sesi,w.i d~. agan K~s No. 251 Th 1967 
yo Kepres No. 148 Th 1968 yo Kepres 1'\l'o. 3 Th J 983. adalah : 
a Tahun Baru 1 Januari 
b. ?roldamasi lcemerdel:aan R.117 Agustus. 
c. lsra' Mi'rnj Nabi M•d:mnrnarl S.A w; 
d. H2fi Reya Idol Fitri (selama 2 hari) i 
e. Hari Raya Idul Adha. . 
f 1 Mllharnm. 
~ MaulidNabi Muhammad S.AW. 
h. w a£a.t IEa Al !4.aaih 
i. Harl Nat9.i 
j . Hmi Raya Nyepi 
k. Hari Raya Waink. 

!STIR.AH.AT T AHUN AN 
Pasal 12 

· L Setiap bryawan yang rel.ah bel.:erja ~ltt't 12 (dua ~las) bu I.en terns r.teoe=., bcrhak 
ntas i~ tahum:n (cuti) sdama 12 ( :a belas) h:ari kerja d..-ngnn mendapat upah 
penub. · -

2.. Peiusahaan dapat menundapennohonan it>tirahat tahmran meugingat situasi pekerjaan 
masing- masing bagian, dalam haJ ini diatur secara _~rgiliran dengan memt:erhatikan 
kepent.ingan karyawsn itu sendiri. 

4. Pdala!anaan istirahat Tnhunaa diatur oleb Perusahaan d.:ngan ketentuan 6 hari untuk 
cuti massal pada Harl Raya Idul Fitri dan 6 bari sclebihnya disesuaikan dengan 
kepenti ngan k.arysw!lll- · 

5. Hak ata8 cuti tahunan tidak diip!il diuangkan kecnali pllda i:<UJt be.rakhimya masa kerj11. 
Apabila hale tersebut .tidak diambil eelombat "- lambatnyu 3 bulau~. -·· 
berlalo.mya lll!lc cuti tahunan habis, malca hale tersebut dinyatalain gug . , 

' b-''-· ~ h:ik cuh tahunan "'urntuya. . · . ) 1? 
6. Karyawllll yang alcan menggunalcan ir;tir.ihal tahunannya ~ ~11.l«ui 

pennobonan secara tertulia selamb8t- IRmbatnya 2 hari se~lunf 2 k~. i• · 

Persooalia Dan uoluk km-yawan Slafl; · j:ie.ngajuan perroohonan , trtulis 
selambat-lambatnya 5· hoci scbelumnyn. ·· ·; · v '.,o/' 

Sto~.:-

• :.· ... 
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CUTI HAMIL I GUGtTR KAND UN GAN 
Piutai 13 

· L YJI%} wnn wanita yang a.lam ~lahirt..llll b<"f'hak _etBR cuti hamil &elama 1,:.. bulan 
1!ebeh 'I\ melllhidcllll dsn 1,5 bulan setelah me1ahi1kan .. teu ke5ugunm \candungan 
deugai ·. mendspat upah penuh. . , . 

. . I 
2. KmyawllI1 wan!~ yang akan m~oggun~an coll h~I h.·joe~ut h~ mf.>n~ukan 

p=obof'.llll »etani!Jnt-l:unbamya 10 hnri .sebdurn 1stim1t9 d1mu!ai deugan dtsertlli 
Surnt keter.m.gan dari Dokter yang wl.':f1l.WBl j · 

UP AR SELAMA SAKIT 
Pasal 14 

\ 

1. Apabila kary1iW1IIl iralUt clan d.apat J.ibuktikan dengan ~uro:; keterangan Dal..~..!r 
P~-wahan llWI DokUr lain cka..r..11 di~i cop-; resep 6erlll l..wit:8c.si, rnaka rriahnva I "T • 

slam dibayw. i 
2. Apebi!:i kmyaw.t..i !:ilit drJan;jl<llgl.:a wak1u lama yai.g clap-di, dibul-tilal.n dengan Sura! 

K.eterailgan Dolder, malca. upahnya dibayar s=mi detigan kete\;tuan 6ebagai berikut : 
• . 3 bulao ~ d:i"bayM' . : 1 ow. \ 
• 3 JulllD kedua d.ibayar- : 75% ' 
• . 3 bulBll ketig. d.iba}'lll' : 50"/e 

• 3 Lulan lc.eemp:ll 4ibayar : 25% 

3. Den apabila sete!llh 12 _bul1111 -iernyuti ~ yang bcnllllgJc.1tan b~lurn mampu 
untulc: bekerja kembali. niaXa ~ ~ metl' •Jtuslran h.ooungan kerimya .:k1.gan 

dilaksiir~ eet:uai ~ ?rcsc.:lis Krpm~nclcM' No.~,.03 TEN I 1996 

PENGOBATANDANPEMELIHARAAN KESEHATAN 
Pesa! 15 

1. P~ meoyediabn flllli!itas PPPK wJtuk karyawao yang meogalam.i ci~ra 
ringan. 

2. ·Perusahaan bekerja sama dengan Dolder Perusahaan dalam hal pengobatan lairyawan 

yang memerlubn pengobst=. ~ ... K ,:\ · 
. ~~\\~ "' ' 

3. Perusahaau meayedialcan 8118U slltu bulan 2 X 388 gram. j~~,..1' 
(iiC"'~' ·'' '!! • •' 9~' ' ··• ' I t-i• 
hu,; t',••'""" 
'~~0- • 

. ""' " · . S100 . ..,"•_:,.. 
. ...._.,. __ .. / 

C:\f8t.')a-JALIA'.P'"""tumn P .. ru • .,,_,,,\PP ,.r,.;.;_d,,,, 

urn MENINO<JALKAN PEKERJAAN DEN GAN MENDAP AT UP AH 
Panl 16 

L Perusa!J..M.!J me: •berikan Jji.o kepada bryawmmya yang mening.ga.lhn pekcrjlUIO 
dengan me oeriim opth iipabila.: 

a. Pemika!w bryawan eendiri 
b. Pemihhan ami..k ~ 
c. Y.h.i tman I rombaptisan .:na.k 1caryalwn 
d.· Suami I iwi I aoak I °'Wl8 tua I mertua 

Kary11wm meninggsl dunia 
e. Is!ri biryaw1lo me lahirlcau 

: 2 bsri 
:Zbi 
; 1 hari 

: 2 hsri 
:lbari • 

1. ljin meninsggallcan pebrjaan tef'S{'but barus diperoleb terlebih dahulu cbri ~ 
li.ecual i cWl!lll l.:e'4d= meudesak b ukti - buldi terat1bU dapat diaj ukan bmudi.in. 

3. At.. ~d>angan - ~mbangmi perusaha.an. ijin meninsgallca.n pekeijaan diluw 
l*~tuan - keleat=o t.ersebot diatae clspRt diberiksa tanpa npab I dipotong upahnyll 
psdahari ~(ijinTe~Bay•'). 

~ELAMATAN K.ElUA DAN PERLENG.KAPAN KERJA 
Pasal 17 ·' . 

. • . .. ·. , 

1. Setiap karyawaii wajib menjaga keselamaian d.iriDya dan lcaryawu:i lainnya dan "-~jib 
mema.hi alat - Riot kese lamat.an hic:;a yang telah disediabn olllh penmaha.ao kreoa 
rnBt pd::::-rjaannya eerta memstuhi l::etentuan keselamatan ke.ja yang berlalcu. 

2. ApOOila ~ mwnjump:U hn1 - hn1 yat'g mmlbebayaksn terliadap lc:eaelema.tan 
kerja ~ d2n perusahaao. hsirm segera melsporlcan hp9da. ~ 11111g9ung. 

3. Di luu .,.,'Xktu k...'"fja yao~ le I ah dit.entuka.n of eh penl8llJ1l3D ae t;ap bryawan t.idalc 
dipert>clebUn oemxb! I ID¢Dggn=hn al& - al& ~ perleogbp1ui kcija milik 
~ uo!u!c i:epe<iuan prJnwh. . . 

4. $eti~ b;iry1lw:m ~ib me~lih:.11 ah:· - alat I perlengbpsu kerj9. deng:m Ir.ilk da:n 
tditi. 

TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA 
Pasal 18 

Apl!bilakiwyawao t.ertimpa k.ecelakasn kerja sewa.i dengan yang dimabud dalam Uodang 
Uodang No.3 l:ahun Im jo Penittfilll Pe~erintah No.14 tahun 1994, maka perusahaan 
aha~~ k:erugian sebagai Oeriht: 
1. Biaya ~'-~ dart &empat. terjSMiiny. u«lalcaan ke rumah llllkit abw 

k.e rum:a1mya. . . 

2. Biaya·Peawst.aa clan Pcogobetan di Rumah Salcit termasulc rawat jalao.~-= A ., 
3. Bia:ya Pengubrnn bila bryawan meningSal dunia dalmD kecelak · .. 

be9erta 8llDlunao la: ma ti an. .: ~ ~ . '11 __: · 

4. Osnti_ rugi I tl!nj~g= ~nbnl. hr-}"aWllll ti~ mampu bekerja . :.' · ,·fJ'l c;_) 
r=aJlUD I ab.oya di llC IU.l!.l bo dOn gao p laf on dsi J lllDlfOtlte k. \ t_ \ 1' •• ~• ._..,. ..., 

·\ I 
·,~ (). · 

C:\P£1lSCNAUA\P..,.at"""" P~\PP r.rvld.do.: · - :.: Sfr:>O p.~ " 
~--· 
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PERIBADATAN 
Pasal 19 

1. Dalam rang\::a memberilcan k.esempalan ibadnh bagi yang bcrnsama Islam, maka 
Peri.isahaan menyedialcan Musholla yang memenuhi sysral - sy:irnt peribadalan_ 

2. 

3. 

'L 

Penjsllhaan meogijinkan k!ll)"&W8.D untuk mel~an ibsdah pl\d.• wsk-tu istirahat 
ciao \pada waktu jam kl-rja ~lllID& tidak mengsansgu kegiatan di bagian masing - . 

mas ng. . 
Pen\sohaan r.n=iberika.u kes..-mpnran kr!pad.a ka:]-awa.o Muslim unluk meriunaik:a.'1 
ibad\lh H.aji h.;mya sdmli sel[l(lta. lxkt'"fja di perusahaan d~ognn dib"'f"jkai1 ijiu tidak 
mastl.k kerja miliianl 40 h;;;-i kal en.der &n~ t.et.ap :nembay:>r upah. Ap~il;i 
karya.wan Muslim ingin melaksanahn ibadah haji untuk yang heh.a kali alal1 

selebilmya. malcn yang bersangkutan harus =:id.apaikan ijin khusus fanp a 

me!}(~tkan i;y ..il. 
! 
I 

I TATA TERTIB Y..ERJA 
Pa:sal 2'J 

\ 
\ .. . . 

KEWAJIBt.N UMUM DAN TAN~G JA WAB PEKERJA 
I 

a. Setiap Jcnryawan wt!jib mentaa!i 1st PP serta ket.eatuan y.ing berlaku didalam 
lingbingan Pernsaliaan dan wajib melalcs=kan ti•c:as kewajib31l!lya densan penuh 
ke~ kejujun111 t:anggungjllWab. · 

b. · K.aryxwro wajib buer-ja. F:e.'3""a optimal dJ.n tidak akan bef-mala~- malaS1U1 kerja 

YJ9s a.kibatnya. me~ k.elmcanin pekerj831. · 

c. Kail~ tid>dc c.'4-"bolehlcan ruewbmlaio lcetenmgan arau_ iofonnsisi . kepnda 
Pe~s; lain ya<ig ~dak: Ilda lOOt::lll den.giro ~ucj=.<lya kecuali ad:! ijin dari 
PimpiDan Perosahaan. 

d. KaryRWll!l ti dale diperbo I ehkao unto.le me m berikan ke1ernn8rui !II au inform as i 
kepada.Pihak LU3I" tanp·a ijio dari d.irebi. 

e. Setiap bryawan wajib melaporlam 1ctpada Bt~!lO.Oya bila diperlci.rakan terdapat 
~jala - gejala, kejadian - k.ejadian, situasi I keada.an ba.haya yang mengancllJll dan 
s1aU meni®ullam kerugian P~ 

£-

g. Karyawnn ridalc boleb ruelakulam p-¢rtemuan - ix.rtern 
mengedarlcan tuliscm - tulisan atau &elebar.vi dan semac~ 
menghasut Mn b,.,rtentangan &ngan Ke.bijaksanaai1 Penmiirt: 

dalam 

C:\1'£R.'>ONAllA\Peratur.>n Pan.o<oJ.OO"l\PP ~<i .doc 
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h. Karyi.:wan tidalc dipcrlc.enanlca!l merokok dida.bm pabOk atau tempat - lempat yang 
ada. taoda dililrang mef-olcolc. Bila kodaptda.a merokok di am larmgan lenl'but, 
maka ale: an di keoa.lcan deoda ~ Rp 10.000, -

1. Pada waldujam Jcerja biryawan dilaniog memasulci rnang kerja lainnya at8ll bagian 
lainnya bnpa tujuan yansjela1 dsin ridalc ada hubungan dengiin tugasnya. 

j . Kac:yawan dilan.ng b,.,rbeati b,.,lcerja, selama jam lrerja efelctif rnasih berlangsung. 
ka:rygwan yang memakai pe-nJaiari clan atau perle-nglcapan kerja dari PmJEahlllill 
antuk melelc1:Snalom tug-as i:eluri - hwi lmrns bertanggungj1Wllf) terliadllp pera.lat.an 
clan a.tau pedengknpan terseb~ Hilang atau rusak yang diakibatlcan oleh kesalaha:n 
L:m-yawan, mah ~ tersebut ha-us wene.-iiua sanlcsi dsri Perusnb.aan. 

k. Karyawan dil:l111118 membutiyi.lran Dirine ttmd.a mulru, istirahst ciao hs.bis kerj a, 
&alain petugas yang tel.U ditWtjulc dan bertanggungjawab u.-;tuk itu. 

Z. KELUAR DAN MASUK KOMPLEKS PERUSAHAAN 

a KehlBI" masulc d.ari llta11 lee ltompleb puusa.'ia.sn 1-119 rrielalui pintu Yl!Jl& telah 
piten~ Km"yawari tidak diperlcein.aka.n keluar dari komplelts perusahaan 
@e 1um jam kelja selcsa.i, taapa ijin yang Ah. 

b. K.wyaw'an tidak dipecbmnlaul membswa bluar baning- banmg milik perusahaan 
Bfm1 kendanmo dina.s ya:ng buhn haknya tanpa sllnll ijin yang ssh. 

c. Karysrwan di!Bn1Dg memasuki kompleb perusahaan apabila dalr.m lceadaan mabuk., 
membllWll =:ijala tajam, s~njsta api atau beocla- bencla lahaya yang berbahaya. 

d. Kary.rw;m y?.ng m.eO<bpat dcocsing tidaJc diperlcenankan masulc dalam kompleb 
~ ?..~uali <Jeijm Pml"'l3lia. 

I 

3. KARTIJ ABSEN:;! 

a. Setiap Karyawan wajib men~ba. KJlrtu Abseosi (~k c:lock) di tem!l~I yang 
telah ditentulcan pada waktu marrolt"clan puJ1111g l:erja. · · 

b. Pengecapl\D kartu absrnsi hanys oll'b yang benrangkutan dan tidak dapat diwakillam 
lc.epada Karyawan lain. 

· c. K.aryawan dilsnmg merubah I inengbapus sendiri jam mssulc I keluar di kartu 
absensi (memal.sulcmi dala). · 

d Karyawan yang m33uJc kerja dab tidak cbelc clock dengan alasan tidalc menemulcao 
kartu . cbec:k c:lock lcemudian tidak melaporbn kepada ~ 
bersangkufan di an&._~ •Wl\Jlg _ti;ru.r.w. lebih dari 10 (sepulu \. 

-~-~! 
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.. ~;-~;;Jib~t~w!any1: 
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b . . Pei-ababim alamat. 
c.·~KIP. 
d Pet1lbahso KSK 
e. Kelahinm. perlcawinsn atau pKceraillD pdtaja.­
f: .Kematian Or=gtuadan mak pekerj"-
g. Penbihao SIM uutuk sopir. 

:S . TERLAMBAT MASUX. KERI A 

a. ltmyswaa yang terlmnba mB!lak . ltcrj a lebih ddri S (lima) meoit dsri j lllll kerja 
ef elctil; di! an.o1g lllB!lllk kerj a lcecual i di setuj ui o I eh Kep al a bagiaI111)'& Wui 

~ dengan alllSllll yang d:ipat dipertlloggungj B.Vrllbbo kepada Personal ia 

b. Kmy1MWI yang dang teriambat dan diijinlcu masulc lcerja mah Wl.118 mshn b3r-i 
t.enebU tidak dibsyw. 

c. Karygwm p.ag data.ag &c:rlambat p.da jmn brja efcktif lobih dari J (tif8) b.Ji 
dallllll sebula.n, diberiba ~~Ii.awl m&QPtm tertulir oltb i.taum.yr 
~un Penonalia. Y..aryaww;a yang k:art:na terlamblit pemah c:iiberik;in Sin! 

. ~J:W.: ~ ;::,,.. ' :· Pcrixigataa (SP) mmrih tcdmm.t U:im djbC:rib'1 s.11t Peringdlm yang 1ebih ~ 

·. 

6. 

7. 

cl Kmyawau yang 9e{e I.ah cbe<: k: clo le ke1Il11Cfum. le.el ugr lagi lairena &elllllltu ha.I tanpa 
Slll"llt ijm ruahjam masult yang teftorl. pada. bl1u check clok tidal: berfaku lagi 
hanic diganti dengau jam maasuk sotelah ke!IW" ~ 

KEW~ KOMPLEKS PADA W AKTU JAM ~A 

e.. Kmysrwan )'llllg ~Bdalc ke1-" cbri koJ11>!ela Peroeah.s.sn baik Wltlik ~h:2n 
Dim.a IDIUlpllll untuk ~111!111 pr-ihadi harus denga:u sei~in dan dit&oda ta!lgs.ni o!cb 
~a Bagimuya dan Pcniooalia. ucuali auluk ~ yang si1ilt pekerjaannya 
lcbih bMyak di.lnar .kompleb Pe1 osaham. reperti Marhting. Ktri.·. Peoasibazi dan 
Pembelian. 

b. Karyawan yana lcedapetm bed>obong denga.o. alasaa k:cluar pabrilc untulc ~uan 
dinas abn dibilabn aanbi yang t-iah. 

PULANG SEBELUM HARIS JAM KER.IA 

a. Kayawan yang bermaJarud heodak polang .ebela.m waktu _habis Urja, ba.ilc untUlc 
JtepeDtinaan :dimm lniuipun bpentinsan pn"badi mu ralcit, diwajibkan meng:iai 
bhdco Btnt ijin dan dit:andabmgalli oleh lltasan!lya dan Persoualia. 

b. Kary.wan yiing ' i>uhing scbeluui habi1 j11111 kerja den~t. wajib 
memeriba.kan d.irieya ke dokter )'llllg ditnnjn.k :"~ inrat 

"f \ 

:i · '' ..... 1•1• 't'" ~ 
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lc.eterangan aakit Bila mengalami sakit · ·--·6 seriu:i ~ memcrlulcan perawatan 
dengu 'egera. malca slrllf keteran gan nki I dapat di beri1c1111 pada sallt muulc kerj a. 

8. IiIN TIDAK MAS UK KEIUA 

:i. Karyaw21t yang sakit dan ridak masulc lcerja harus mel~nglcapi ketCr:ingan istirahat 
dari dolder yang ditunjuk pm.isah.a.an. Apabila tempal tinsga! Pekerja tersebut jauh 
dengan dokter yang ditunjuk p~rusl!h3Jlll sehingga harus be-robat ke dokter lain· 

· mab a.a-at ket.erangan istirllhat 1;:ikit L?i-i;e-but hirn!i dilengkapi di-ngan · ~~Nit<msi 
b~ol>at dan copy r:~.:; iJ. · I 

b. Kmy2Wlln yang ijin tidak ruasuk Ee-lain &akit harus me-lensJ.aipi •urat k<"l~~9.Jl dari 
RT/RWeetempB1. . . \ 

c. Pengaji;.an ;; (a tidak inasuk k~ja pal ing la.mbat hari p-:rtar.:a setelaH mas~Y. kerja 
untuk disehijui ~cpala Bagiannya d3n Jjsampaikan ke Penomuia. . 

' : . 

l TINDAKAN DISIPLIN 
Pasal 2i 

. \ 
l. KsryawBn yang melanggar ketentuan Tat:l Tertib Kerja den Perarunm umurn l.ainnya 

dikmabo sanbi sebagai beriJcut : ! 

a Peri.ngatan Ii Sllll. \ 

b. SllCLlcii Administratif; berupa oelepas-aojabatan ·.aau pencabutan fasilitas-fasili~. 
c. Saam glll't: rugi I deda _ i 

d.. Peringat;U tertu!is, benii>a Sund Peril!satan I. II dan III yang masing - m.asing 
mempun}'2i .masa berlJllcn untu.': jsngk.a walttu 6 1-.:Jan. 

e: Pemberheotian kerja ;mnentira (skt""iing), p.Ji.ng iama 1 buhn• 
( Pemutus'.'.ll Hubungzui Kerja. ~ 

2. Sanksi - nanlcsi h~wnan teo.-.but diberikan sesuai dengaI! tingkat _kesalahannya '\ . 

J . Den gan turunnya 1urat perin ga.tao yang _I eb ih ti nggi, maka s 111111 per i ngatao yan__g 
diterima sebelmnnya dinyutakan tidalc berl.iku Ap;ibila K.aryawan yang benranglruta.a 
tidalc melakulcan kesaalalum I pelanggaran lagi, malra surat peringatan dianggap gugtJT, 
tetapi dicatat dalam kartu kondite pek¢rja yaug bersa11gkutan. 

4. Ka')'ll'NBD yang d.ilcenalcan sanlcsi d::oning. maka selama skorsing upaJ:i hanya diberikan 
s:ebesar 7.W. (tnjuh pulnh lima peJ:Sen). 

5. Y...aryawm yang dalam masa bcrlalcunya eurat peringatan t~ melalcukan kesalahan 
I pel~ man dapat dilakulcui pemutusan bubungan kerj~ 

~i>-~v~. 
. . . -.'·~ .. ·. ~ -\ . - ---' 

. , :,_.·_1 ('f' •. 

': ·. : ; " • l ~ ~- J 
- ~ ~; i n-:.'t,, "' t 

\-~;~·: 

~ .I . ".)., ... : ·:: ' 
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MANOKIR. CllDAK MAS UK KERJA TANPA ICETI:RANOANl 
P--122 

Pekerja. yang mang:Dr I mbolos /ti dale !J!88ult lcerja. taipa U!.enuigan alcan dilcenailu sanksi 
eebagai b~t : 

a. . ~ l bli alr::an meodllpat leg1rt111. li.san. 

b. Manglcir l ampai detl?D 2 l'il!ri bet-n-ut - 11 inll di Ice nabl aanJari S tri11 Peri.ag;tt.ao J 
. -·-

c. Mangkir 3 kali ~i=a B&tu buhn, dik.eaalcan sanhi St.-1lt Pwingatan l 

d. Manglcic J bari berturU - 1..-ut di keo.abn unbi &nt peringa.!an 11 

-· M.a.n&kir 4 hari ~ - ~ di\:.eoahn sanlcri Surat Pimnga.taD ID di setta.i =at 
. penwlm1. bi!:i tidak hadir. . · 

[ Manglcir S (lima) hari bettu-ut - tt.'1t dan tela.b dip1nggjl olob Peogusaha. 2 ( dua) btli 
sec.-. tortul i.t ~i Pekcrja tidak ciapet memberikan ~gan ~ngno· baiti yang 
!Sh. mah Pengusaha dapQt mel1L'allaio P-m:~ Hooun~ K.etja dsn dilabroalatn 
sesuai deugim UU No. l 2 thn l ?64 JO Kepruen:li:« No.Kep 03 / MEN / 19% 

SUR.AT PEPJ.i-i0ATAN DAN SANKS I PEMUTUSAN HUBID!GAN KElUA 
Pa5aJ 23 

' 1. TING KAT K!SALAHAN D.!NGAN SANKS I SP I DAN II 

Kesa.lel?m I Pelanggsn;i tecbadap P-1 20 tentaog TAT A TERTin KERJA. dan keaJ aOs.n 
. I pel~ ant.11. Jaiii : i · . • 
1. Mea:bawa I mengguna!:.an ~g - banng Dlilik. perucahsan c!ilusr lingkungan 
~~etij~Fe~ . 

2. Med:>aws ~ tna atau blmrg:smya m-U: Ice fobsi Peicsabmtr. keiiuali c'~ ijm 
pimpinan~ . . 

3. M.anglcir 3 bli eebulm, atau du.a. hari berturnt..., tm-at dalam ntu bulan, ata.u S3lilp8i 3 
hari berlir.1- tunJt ch.Jam sahl·bnlan. . 

4. Memasuldaui kwtu abaenSi onm.g la.in ata&J meoyunih ora.cg lain· memasuklain lcartu 
abseusi pada alat cbechlock. 

l. TINGKAT KUALAHAN DUmAN SANKS! SUR~T PKRINGATAN (SP) m I 
,Ti.ll~~. YAUU: . ' . -==-

a. M.eoolalc I .:i:.emb~tah untuk m. elalasana!can p~ yang I~· ..:,/. """d.ari 
atasao aim lcesalabaunya bmpll alasao yang dapat ditenma. · · .. .:/ . ,.~ ·:= \ 

b. Metllbah &tau m~malsubn ~ yang ada 'di Kartu Che<: .. . : •. .., ~ ~ 
. I. . . ,.. -u• : 

brpwm am. .-~~-

\~~! 
~n~-", 

C:\1'£1tS(NAUA V'eret"""" hrvcan0an \PP rr.Ad.dx 

c. M.elakuk.an pelc.erjaan secara eerampangan hingsa Perusahs.an mmgalami kerngflm. 

d. Meoolak kerja lembur dengau al~"° yang ticWc dapat dipertangsungjawabkan. 

e. Mema.'-ai lcendaraan Perusahaan W!pa ijin perosahaan. 

( Meoambah.. mengllr:lflgi, nrrulnh, mc:-robdc atau menempelk:an sesuatu pada 
pengum~mau atau papan pengumuman yang n.da dalaru lingkungan Perusahaan kecuali 
·a1as perin!ah atnu seijin Personalia. Bila Pengumuman itu dikeluarkan oleh departemen 
s~lain P~rsonslia dml. berlslm khusus 11nt11k k:uyawsra diiri b~gian yang t.,.,n;angkwn 
maka peaambahan ailw perubahsn bMUS seijin zlau oleh Kepala Bagi an terse but.. 

& ~h'f"eka yruig sengnjnjmenghalangi kelmicnran produksi . . 

h. Mtajalankan ~1a 1 usaha pribadi parla ja:n kC1ja didaiarn Pmisahaan tanpa seijiJ1 
Pmgll:laha. \ . 

1. Mengabaikan ·perin~ untclc memperbaiki mutu pekerjaan. cara bebrp rao.:;iun 
d.isiplio kerja. 

J. Karyawan ya..'lg !>erin4 nelakulca.., kesa lahan k~rja.. walllllpun ~udah rnendspst legurnn -
teg·.n.n . ' 

"- Tickr pad' ~u Ja ~ i-u:ujuan d.ari Kepala Bagiannya 

I. KllryRWllll yang meo.
1
ilak WJ1l.lk diperiksa badsnnya I banmg bawaannya I w clan 

lainnya oleb Satpam [~ jaga pad& wN..-tu m=1:: I pulang kerja atau pada SMt. dincsia 
a.'..:w ada unsur kecuri~aan. · · 

\ 
' 

3 . TINGKH KESALAIIAN Dl!NG.Al'I SANK'\I "Bh: 

b. Pniip11311, pencllP'i.1 dan prnggdapan b-ar.ing I uang milik Peugusaha alau rr.i lik teman 
selcerja.atmi mililc teman ~ngusaha. 

c. M~mbenlr.a.'1 '£et.er-npn pal.su ~ rar-s. ::lipal>uru &ehifl&P merus;ib.!l Perusahaaii 
atsu _lc:;i>e c.tinga.n o.e sat . . ._ 

d. Mab~ minum - m_inufian !cent!! ya.ng memahukken, msdM, memak~ -obst billil stau 
~nyalahgunalam ob-at - obatan t.erlaning atau obat - obatan perangsang lainnya di ; 
teinpat k--Tja yan~ dilarang oleh pentunm perundans- undangan. 

e. Melalr:ulce.n tiodak "kcjahaten misalnya menyenuig. · mengiotimidasi atau terlibat 
;:="-.. perlcClahiBD abw menipu Pengusaha 81JU1 teman sekcrj1t a1au mempenl.agangkan barang 

F , - t~I enmg baik clal am lingkungaa perusahaan m aup un d.iluar I ingk ungan Perusahaan. 

- ~ { ( Menghasut, menganiaya, mengancam secara fisik a.tau mental , menghina secara kasar 
~ \ .P;lreksi I K"pala Bagi an atau keluarg.a Di.reksi I Kepala bagiao atau tema.n sekerja 

<;. ... ~-M~mbujuk ~ngusaha atau teman scke-rja untuk melakukan~· -
bertentangan dengan hulcum :ita11 kesusilaan S<!f1a per.lltn<l!l p,_ _ · 

. .. ·.~· . , 
h. Den~ ceroboh S::..W se'1Saj1t merusak. merugikan a!Bu m:i;ii&iwi< M'iadlllln 

bah.aya ba:rang milik i>erusahaan. ·. · · · 

C: \P£n.SCNAl ! A \Perot"""" Penuohoon\PP ~.;doc: 

n 

· .. " 
\~ . ..--........._. ~/o 

· · . -.(-) 
'-...,~1oc 1 ;. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Tinjauan Mengenai Pemutusan... Janne Novita



Dengan cerobob atau aenaaj~ :·-~ menigibn liau membimhn diri atau bCt"gunw 
den gan le man selmj 3II}'1I 1e hing_srw me mbahaya)can I meru gi lean I !DI? oci derai teman 
sokerjanya atau orang lain. 

Membongkar atau membococlcm ni1asia PC'fll:il8haan a.ta.a mencem.arlc:m nam.a b, ·k 
Perusa!wi dan atau lcelua:'"ga Pengus-aha yan,g aeharuSny. dirahasilain kecuali unit : 
kcpenlinpn Negara. . · j 

Sengaja membuat api dalam lingkungan trusahaan yang sifatnya mengancam 

Melakuiran perbuatan asusila di tompat kerja. \ 

lceselamatan baik Pekerja lain maupun baning barta milik Perusahaan. · 

Berjudi di dalam komplek Perusahmm: ~ 

Knryawnn ynog Cll:!nyec!ia.lam tens.ganya. secnrn perornnaan atau berlcd? mpolc I b.:rsatru! 
~ngan pekerja lai:mya, ]!lllgsung s!au tidak l)wgsung lll'luk kepe.1tingan pribadi da:n 
;nerugikao Perosahaao.. i . . 
Memalsulcan doirumen Perusahaan yang dapat J:ierugikan Perusahaan. 

. I 

Menyalah$unabn' tanSsungJ awab dan lc.i:ci.udubnnya ~tan :~ mencrima d1Jam 
Ven.-uk: a;>apun untulc kepen~ngan pribadi a!aJ'.1 keluacga yanc ad.a Jcaj1annya de::ifA.iJ 
p~ahaan tanpa seijin dari Dinksi. \ 

Menyelengganibn atau menghadiri ~~Wl - pertemnsn, rapat - rap;;t, 
mensedarbn l me;ne'mpe!lcan ~elebtlr.lll di l"!\lglrungan i=usah= yan.; sifa!nya 
b.erttn~giw abw mengbasut Kebijaksanaan p¢merinhlh. 

r. TBDpa wew=g .yang snh ·membuwa senjabl. ta_iam. senjeta spi, bahan peledalc anw 
nJst pencelahian Jamnya yang tidak a.ch hubungan deogan. tugas pek:rjaanaya lee dal am 
kCIDf]ek pef=ahaan_ . 

s. Membujuk Kacyawllfl lainnya uurul: mel~anabn afuu tidalc melilianakan sesua:u 
· yang meoyebabkan kerogian pad.a ?erusahaan ~· efok- ~ felc Jestrul<ti[ 

l ~lalrubn kesalaha:n yang bobotnya sama -sctdah r.ientlapat perinsatu SP Ill yang 
· masih berlaku. · . · 

Pekerja-pekerja yang melakukan pe.!anggitrnn I lc<-J:al,aban ~ebut di atas dap:rt diberik2Jl · 
Pemutusan Hubungiin lcerja l11Dg3ung tanpa periflgatan. 

I 

~~~~~~~~~~~~--~~~ ....... ~_..~_. .... ..__~-=~ - · 

\ · 
·-~ 

~ 

TUNJAN<JAN KEMATIAN BPKAN KARENA~ KERJA 
P11Sal 24 

A{! ah i I a k.ery11W111l me ni ngggal duni a buluU1 ltarena kece I Aka.an kerj a et.au ti dak di ee bablcan 
ole!:i KC9CD.;.jltMl hry1rw1111, mal.:11 penl!lllo'uuui memberilc.an 8umbangan k~peda a.'i1i 
wsrisr.va deogan lceteotuan ~ berilu.t: 

l. Up ah dal am bul an yang 1e-Oan .s berj al 3n. 
2. Sumb.aog:ao biaya ~ogub= 
3. Uang du\.:a untulc pengsbdoo pekerja yang besarnya disel!Ullllc.'tll tknga:i [DJ!.Sa kerjBDya 

d~nsan berpodoman pOO!l Kepm.~ No. ¥.ep J3 I MEN / I Y':t <. '.entao5 pen~~a!I 
U!UJ g p es an go n, uang j Q81l dm ga:n ti lc'-"f1J gi ilD. 

TUNJAN<JAN HARi RAYA KEAOAMA..\..._. 
Pa.sal 2.5 

1. Bagi iC&-yl.NCJ yang telah ~CT)a ~lama 12 bulim s.ec..ni ten:s meOi'fUS borha}. 

meoda;nt Tnnjangiui Han R11:.ra Ke~ (lHk) sesuai <in.pa krtentuan penturao 
~8· bcnwlru (Menteri tenaga K'1ja No. 01/MEN/1994) 3ebetar 1 (satu) bu!'Ul (Jaji 
Pelee\::. · 

2. B~ Kiiry1rweo yang ma8a lcerj1111y. laraog dari lltdu hhon ~adsipat Tunjmigan Harl 

R.ayue~ proponiiooal ;aitu : ~ K.eria X Gaji Poko\: Sebu !:an 
12 

3. PemOcri ac T unj aogim ~ari nsya Keagmnaan paling lama 1 (r>atu) IDi o ggu sebelumnyiL 

PF.MUTUSAN HUB uN GAN l<ERJt. 
Pasal 26 

L Tata C11ra I prose&.ir Pem.iiusan Rti>ungan Kerja ~ Kacyawan memperllafilam 
lcete otUan Penihran Pemerirbh Kep~naKtr No 03 t M EN. / 1996 . . 

2. P..ubungaa lcerja ~ Perosahaan dengan Karyawan putua dikBrenakan antara lain: . 
a. Berakhih1ya lrobnngao kerja uatok jangka ~ tertentu ubagaimana 

dimabnd1aln dalam perjanjiau brja. / 
b. Pemutusan hooungan mja ams pennintBan scodiri. 
c. Pekerja meninggal dunia 
d. Peic.erja yang tidak cabp dalem ,meleksanabo pelc.erjaan walstipuo telah dicoba 

ctimam -~ dan dianggap tidalc sanggup bebrja. lagi. ~ .. 
c:. PHK yang dilc!lrOnab.n c:Iieiemi I penutupa.a poruS8haan I paint I~~ Jain yang 

menyebablam perusahasm ti dale dapst me lalculaui akrivitasnya. /;,:; ;; •. ~ 
( Karyawao yang dijatuhi bulcumaa oleh Pengadilan bre-.J11 met~ 
g. ~ vang sa1cit aetelab 12 (dua belss) bul811 d:!'l belum,· 

tugas pokcfjMDonya bcrdasrim kctenmgiui dokter yang ' _.,... oya. 1 • .•' • 

. • ::>.- 'll•••••llU o· I 
* .. 

C:\P8tScN;..l.IA \J'crat......,,., Peru<c>hoon\PP .-.via.doc \...s10 0 ;. ~;. 
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h. ICaryawaa yaag mangkir .S. (Jima) hari bertwut - -•rut 
i. ~yang ti!hilc ~bdab.hn ~ tenlchir. 
j. K.ar)'1lW1IQ yang melalru lam lresalal:um tennas u \: daI aril kl aaifilc-as i P asaJ 23 ayW ( 3). 
k. K.eryawso yang teleh meocapai U&ia lebih d.eri SS • ·lJ••n. kccuali pcmikino dan 

t.en.a,?nyt mn.ib diperiulcan oL !; P~ 

J . Bila. a.da. d.ispensaai dari Di.rebi set.elah ~i~ -Pemmis :n Hubunga.o Kerja d.iipat 
ditunds mu dibatall:.an =mi disp-..~ dari Direlc!i t~ 

4. Pem~an Hubungan Kerjay=g tidak mendapat pesengvo : 
a. Bcrnkhim ya IIl8Slt lco rirak lcerj a. 
b. Hubuno= i:erj a. puh.ts pada masa percobaan 3 (tiga) bul80.. 
c. Dijatuhi bnk=n= e>leb Peogadi loo brena roeiakulca.o t.i:odak p!d.ana. perusahasn. ' 
ti P0~rzjQ)'Qflg 1BQRS;kH 5 (limic) 91.i ~uc R.-lil --f. · 
:. Me I alcub.o. pe I .cggan.n yang dill as i.fi.lai.s ib.n bent ~ ep ~ rti ~· Pw:lal 2.3 ayal ( J). 

tetapi epabila. mas::. kerj..,ya t.elah mcm~nuhi ')'9f<l! untnk meodspaihn uang 
penghwgaan ID9Sll kerj11. makaPtlerj a le~ alcBD diberiluui ~ · 

PEKERJA YAN'Q M;ENGUNPURKAN DIR.I AT AS KE.HENDAK SENDIRI 
Pssal 27 ' 

l. ~ yang iugin berhenti lcaj .. alas lcemwan =idiri. ~ib me:igajuhn surat 
permoho~ ~nguOOUfllO diri ~:-a tertu!U k~ Di.obi yaitn 2 (do:a) mioggu 
sebelnm bari I tan~ pehrja •ersebtt meo_gundurhn diri 

2. Uatul: Km-yawao SW: 6n ·Y-aryawm tingkat Pecgawas i:eatas, peiigajuan mnt 
pernX>IY-oan diri barns diajub.o-! (i:..tnj bclan ,..,bdum ~I~ i:lll"')'1IS"'tn ~t 
D:8llgl!odtrlam Giri . 

J. Sebehim ~ pengt:.nchn:.i diri til)a, ~ yang ~~ diri ~ ww;ib 
mempertaowmsiawOOb.n wcgstla tusas yao~ dilalcu102bn ee0eluinJlYll J.:epada 

_,p~ dan mengadobn serah terim.a f'C11mi meagenai tugas - !ug=)"a kepada 
· pengganti yang dituajul.: ol~h Direbi. 

4. Karytrwan yang menguodurltan diri atao diberheotikan waj lb untuk meagembali.k!lll 
barang- bsrang perusaha.an yang dipinjamlcan kepadanya. 

.5 . Sebdum =nguodurlc:an diri.. apabila 'KaryllWllll mempunyai butang l.:epada pernsahsan 
maJca q>ah pekerja akan dip<>toag sesua.i denganjumlah htbngnya ke-pllda Perusahaan. 

6. Bagi ~wan _>-=& m~ngundurhw ~iri &ebagai~ b=ebut _dso ~.J.__l:erjanya 
kurang a= 3 (tiga) labun, i"'ngusaha bdalc ~tbari membl"f'llr~~ln.k 
st:w ganti rugi laimya. kecuali upah pekerja yllllg belwn dite · ',,O ., 

,,... 

, . 'I I l I I'"• \ 
. ~_., rt•~t\du\ Z. 

'.}.:.~·' \:,,~DOµ. r ';;J 
.. ,...- . ,.. 

~~ .. 
·."" '._,•:;.": ,

;~~ 

BESARNY A UANG PES.ANGON DAN UANG PENOHARGAAN MA'>A KERJA 
Paul lS 

L lktan>va uan;: ~angoii ~tdapkan 1e11UAi iceputus1111 Menteri Ten. ·.11 Y.:erja Ne>. 
03 I MEN/ 1996 lcurang - hnagnya 11ebagai berikut : 

,._ Masa --"Ja J DU!a.n_ahw lebib tel:api lcr.1r-a dari l tshun, 
b_ Mass ~rja 1 atlllJ lebib tetapi lcunng diri 2 tahun 
c. Masa k:erja i allw lebih tetapi k\X"3n~ d.eri 3 tahun 
d.. Masa lc:erj a J atau l ebih tetspi 1..v:ang dari 4 t:ahun 
e. Masu kerja 4 atau lebih t~i KtrllnS dari 5 tahuo 
[ Masa lcaj a 5 atau lebih tetapi lruning dBri 6 tahun 
g.. Ma<Ja kerja 6 W!WI atau kbih 

1 bu an~ 
2bulan~ 
3 bulan upah 
4 bulan upah 

' 5 buliin upah 
6 bu\1111 upah 
7 l>uldll upah 

2. Besarn f1l nan13 peoghargaan ml'IBll kerj a I uangjils& ditet.apkan sebagai berilcut : 

a. Mesa lc:erja J bJi.un atau lebih telBpi kurang dari 6 bhun . . ~ 2 bulan upal1 

b. M.asa K.erja 6 bhun a.bw lebih tetspi hnog dari 9 blhun J buloo upah ·. 
c_ Masa K.erja 9 t-¥iun anw lebih tempi kWllllg dari 12 t:ahun . . . 4 bulen ~ 
<l Masa K.crja 12 tai:iwi ataa lcbJi t~taPi lonng d:ri l.S WWI .S bulao apLi. · 
e. M&s& Krrja l.S tabuu atau lebib tetapi r.nug dari 18 tahun • 1> bulan upah. 
[ ~ hrja 18 bahun atau lebih tetapi Ian.as dari 21 tllbun 7 bu\ an Ufall 
g. ~ ... ~a 21 bahun atan &ebih telllpi lnnng dari 2·4 lllhun .. ... - . . . 8 bulao upah. 
h. Masa htja 24 tahwa . abLll lcbih ••.... . • • 10 bulao. ~ 

3. Brnirnyt llltllg ganti peo,gob1tan dan p.lnrwabm serta r-enunalnn ditetapk.an ~ar 
l.W• dari uang pesmgon dan atau uang penghargaan maaa kerja/ jas.a. 

PENYELE>~ KELUH KESAll 
P-.129 . I 

1. Ap_,ila lbrjaci kelu.h kenb I Jtetidakpuann mri Jairy.wm at8a bubnngllll uaja. syarat 
- 8)'llnlt da:i lceadami ketemia mjaao alcm disebsaibo 1ecara mus~ mufiht 
dengan atBsan lmgiJung. 

2. Apabila staaaooya belum belum dapat menyele11aibnnya m.ab penoalaonya alcaa 
ditenxdca.o ke bagjm penom.lia .yaog selaajutnya alcan diteruskaa kepada p~inan 
perusahaan yang lebih tinggi. 

J_ Apabila b:enar - bensirT ti<Wt daplll diaelesailum aecara iotem di perusabaan, Jll2ka 
Pengusaba. abn.memiata bantuao l:e .Dinas Tenaga Kerja K~. ·o illltuk 

.. ..' ti!" ~ "1'.,... \ 
dapal diselenil:an Jebih lmjut. . ~'\ P.. . 8v~ 

C:\PER.$0NAUA \Perat-P~'\PP ...._.sidoc 
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PENuroP 

Pas:al 30 

L Apal:ila ada bal - baI yruig boe !um let'c11ntwn Jidalac. Penturao perusahaan in.i a.km 
diab.r 'kemudioo hari denga.a meaiyc:cbatika.a lceteatuan .~g;&n yoog berlel.-u. 

2 Peraroran Perusahaan ini mn.lai berlsku selama 2 (cilll) tahun setelab di!!!!hks.o olcb 

~ DiQll.S Tenaga K.erja Sidoarjo. . 

J. Buk1.1 Pe:ni!unn Pl'f'USehaan i!li dib:igikan ke-pada mising - mesi:ig lcaryawan uuluk 
dilcetahui ciao dilakJ;arralcAD ~mana roeatinya. / 

4 Pet:l>"','8l"81.ao kerj& la!rmys. yims perlu clan belum ~aDtu.m dalam Penturs:i Peru.seh&an 
ini ekan di~ dengan ~ Peru.odangsn yang berlaku. 

Si~arjo, 12 Oktober 2002 

I!:....H....f.BD T JL CHODI1.: 
Direlctar 

.' 

---------~-----------~---~----- _,_1':11& ____ .a.....: ,A.._, 

--

® 
t-lctn:lr 
S'8I 
U>mpi<?lr. 
Pe<inal 

.. 

PEMERINTAH KABUPA'.TE~ SIDOARJO 

DINAS "i"ENAGA KERJA 
Jalan Raya J~ti No. 4 Telepon 8963550, 8947135, 

0

8946664 , 6 12445 ( ICepala l 

SIDOARJO 

: '!:15Dr:J'JY" 1404. 3 . 9f2002 
. 8iasa 
. 1(~)Beroel 

: l<eputu.Ha ~ ... pp 

t . 

I 
i 

Sldoa<jo, 31 Old~- 2002 

K ep·ada . \ 

'nil. Pimpiren Cl/. CA.H-1\Y A P'URNAMA · 
Jt . Sladion No. 1., 

di • ' 
S IDOAR /O 

' 
• 

Sesuai dct'Qan s..nt ~..JCm'll Noma- : ne.o>JPERS!Xft:j-i tnncca1 2 4 Ol<:obc! 
2002 mengen:.i ~ 1111 I ~ Perotl.nn Per ...,..,.i, ...... benwrJa • • iatmi 
SMl;pei!<IMI £\.nit ~ ~ Perahnn Perusani

1
--. be9efta 1 (~u) · 

exempW Penrt\no Peruo;;a/;a YI yang telal\ disyaHciw'I L7'ltulc Cap<!( dilaksanakan j , 

• .>e"1.J&Ohaan Sal.daca. l.le(lunA kder'tllafl y8ng leR:antlJm oa .am Pennenake< Ne. 
021Menf'l978 tentang Peraturan Perusahaan dan ~i~n ~"embuatan Pe-janjian 
~n dengm\ ini kami minta pert\atiall Saudiva mengen,'lli hal - hal sebagai 
berio.A: \ 

.1 Bahw.t pengusahlo· W!tjib member11<3n i&i dat1 Peratur••n Perusanami k:epe<la 
sdunh pcketjanra derQan mcmbl>gikan Peraturan Pcrusahaan yang Lelah 
disyaNatn ~ ~ pel<erjarrya dan menen'()8llcao dampet kBrja ~ 
ruoa sehlngga Pefaturan .Pe<vu~ ters..OtA mudaO dibec8 olell • pel<"1janya 

· ~ ~ d1>l3tn paeal e eyai1 ('1') dan ¥J. (2). 
2. Apebila Senka f'e:lc.e!ia I Buruh. 'di perusatk•an SauOara telah ~ 

petmohoren pe<mirban .e<:3ra tertulis lcepada Peru&ahaan 1.;nti;.: ~lean 

~ Ke6e?.'1<;at;tn Kerja 6er=ma ( KKB). r=!;a*2~ ~ 
rne0(Mi pennintaan I~~~ c:lz>Wn 1 ay>( ( 3 ). 

3. ~ """" dic&--tu-nlcM drtlmn ~ .1 l!t(fJ. ( 1 ) tal'-.- .,._,. ~Jn)"' 
P!=turan Perusaha!>n poling ~ 2 ( dU3 ) lahui 1, unhJ< ltu kami minta agar 
~ oegera mempet1:laj(j I mrogusatmkao kembali Pera::inn Perusa.'1aan 
apabila lelMl habis maGa be1alrunya. 

4. Tldelc dita!<:s=akan kewajiban - la!we)ibtln ecbog!iimana ~ delom bu:~ 1, 2. 
3 c1iatas dianggap eebagai pelanggaran yang dapa1 dikenakan "8flksi. Huku;n 
berda6ar1<an Paoml 10 dan Per. Men No. 02/Men/197 8. 

Demikian untuk menjadikan maldum dan pematWi Sau00ra. 

~· 

~ 

~ 

1 Bupa11 Sidoatjo 
di • ~ (~I !aporar.) 

2 K"P013 °""'' T enaca KefJ'I Prop ..l3w1t Timur . 
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